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PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK
MENGENAI
PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK

Negara-Negara Pihak pada Protokol ini,

Mempertimbangkan bahwa, untuk lebih lanjut mencapai tujuan Konvensi Hak-Hak Anak dan
implementasi ketentuan-ketentuannya, terutama Pasal 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35, dan 36, selayaknya
diperluas langkah-langkah yang Negara-Negara Pihak harus lakukan untuk menjamin perlindungan
anak dari penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak,

Mempertimbangkan juga bahwa Konvensi Hak-Hak Anak mengakui hak anak untuk dilindungi dari
eksploitasi ekonomi dan dari pekerjaan yang dapat membahayakan atau mengganggu pendidikan
anak, atau merusak kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritua, moral, atau sosial anak,

Sangat prihatin terhadap perdagangan internasional anak yang semakin bertambah dan meningkat
untuk tujuan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak,

Prihatin secara mendalam terhadap praktik pariwisata seks yang terus meluas dan berlanjut, di
mana anak khususnya rentan terhadap praktik ini, karena secara langsung mendorong penjualan
anak, prostitusi anak dan pornografi anak,

Mengakui bahwa sgjumlah kelompok rentan pada khususnya, termasuk anak perempuan, beresiko
lebih besar terhadap eksploitasi seksua, dan bahwa anak perempuan tidak mendapat perhatian
secara proposional di antara mereka yang tereksploitas secara seksual.

Prihatin akan bertambahnya pornografi anak di internet dan teknologi yang sedang berkembang
lainnya, dan mengingat kembali Konferensi Internasional tentang Memerangi Pornografi Anak di
Internet (Wina, 1999) dan, khususnya kesimpulan Konferens Internasional tersebut yang
menyerukan kriminalisasi mendunia atas produksi, distribus, ekspor, pemindahan, impor,
kepemilikan pribadi, dan periklanan pornografi anak, serta menekankan pentingnya kerja sama
yang lebih erat dan kemitraan antara pemerintah dan industri internet.

Mempercayai bahwa penghapusan penjualan anak, prostitus anak, dan pornografi anak akan
difasilitasi dengan diterimanya suatu pendekatan yang menyeluruh yang mengatas faktor-faktor
penyebab, termasuk keterbelakangan pembangunan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi,
ketidaksetaraan struktur sosial-ekonomi, disfungsi keluarga, kurangnya pendidikan, migrasi desa ke
kota, diskriminasi gender, tingkah laku seksual dewasa yang tidak bertanggung jawab, praktik-
praktik tradisonal yang merusak, konflik bersenjata dan perdagangan anak,

Mempercayai bahwa upaya peningkatan kesadaran publik dibutuhkan untuk mengurangi
permintaan konsumen atas penjualan anak. prostitus anak, dan pornografi anak, dan juga percaya
akan pentingnya penguatan kemitraan global di antara semua pelaku dan peningkatan penegakan
hukum di tingkat nasional,
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Mencatat ketentuan-ketentuan instrumen hukum internasional yang relevan untuk perlindungan
anak, termasuk Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama berkenaan dengan
Adops Antar-Negara, Konvensi Den Haag tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional,
Konvensi Den Haag tentang Y urisdiksi, Hukum yang Berlaku, Pengakuan, Penegakkan, dan Kerja
Sama mengenai Tanggung Jawab Pengasuhan dan Langkah-Langkah untuk Perlindungan Anak,
dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera
untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak,

Didorong oleh dukungan penuh terhadap Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang menunjukkan
komitmen luas yang ada untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak anak,

Mengakui pentingnya penerapan ketentuan-ketentuan dari Program Aksi untuk Pencegahan
Penjualan Anak, Prostituss Anak, dan Pornografi Anak, serta Deklarasi dan Agenda Aksi yang
diadops pada Kongres Dunia melawan Eksploitas Seksua Komersial Anak, di Stockholm pada
tanggal 27 sampai 31 Agustus 1996, serta keputusan dan rekomendasi lainnya yang relevan dari
badan-badan internasional terkait,

Memperhatikan pentingnya tradisi dan nilai-nilai budaya dari setiap orang untuk perlindungan dan
perkembangan harmonis anak,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
Pasal 1

Negara-Negara Pihak harus melarang penjualan anak, prostitus anak, dan pornografi anak
sebagaimana diatur dalam Protokol ini.

Pasal 2
Untuk tujuan Protokol ini:

a) Penjualan anak adalah setiap aks atau transaksi di mana anak dipindahtangankan oleh
seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau aasan lainnya;

b) Progitus anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan
alasan lainnya;

c) Pornografi anak adalah setiap perwujudan, melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat
dalam situas nyata atau dismulasi yang secara eksplisit melakukan aktifitas seksual, atau
perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual .

Pasal 3

1. Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa, setidaknya, aksi dan aktifitas berikut ini, baik yang
dilakukan di dalam negeri maupun lintas negara atau secara perseorangan atau terorganisir,
sepenuhnya diatur dalam hukum pidananya:
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(a) Dalam konteks penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

(i) penawaran, pengantaran atau penerimaan anak dengan cara apapun untuk tujuan:
a. eksploitasi seksual anak;
b. transfer organ tubuh anak untuk mencari keuntungan;
c. pengikutsertaan anak dalam kerja paksa;

(ii) memperoleh persetujuan dengan cara-cara yang tidak semestinya untuk adopsi anak
sehingga melanggar instrumen hukum internasional mengenai adopsi anak;

(b) menawarkan, memperoleh, membeli, atau menyediakan seorang anak untuk prostitus,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

(c) memproduksi, mendistribuskan, = menyebarluaskan, = mengimpor, = mengekspor,
menawarkan, menjual, atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.

2. Dengan tunduk pada ketentuan hukum nasional Negara-Negara Pihak, hal-hal yang sama harus
diterapkan pada upaya percobaan atas pelanggaran tersebut dan pada keterlibatan atau keikutsertaan
dalam pelanggaran tersebut.

3. Setiap Negara Pihak harus menjadikan pelanggaran-pelanggaran ini dapat dihukum dengan hukuman
yang layak yang mempertimbangkan sifat berat dari pelanggaran tersebut.

4. Dengan tunduk pada ketentuan hukum nasionalnya, setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-
langkah, jika dipandang perlu, untuk menegakkan hukum bagi pelaku atas pelanggaran-pelanggaran
sebagaimana termaktub dalam ayat (1) Pasal ini. Dengan merujuk prinsip-prinsip hukum Negara
Pihak, penegakkan hukum bagi pelaku dapat secara pidana, perdata, atau administratif.

5. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah hukum dan administratif yang layak untuk
memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam adopsi anak bertindak sesuai dengan instrumen
hukum internasional yang berlaku.

Pasal 4

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menegakkan
yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ketika
pelanggaran-pelanggaran dilakukan di dalam wilayahnya atau di atas kapal atau pesawat terbang yang
terdaftar di Negara tersebut.

2. Setiap Negara Pihak dapat mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menegakkan
yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam
kasus-kasus berikut:
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a) ketika tersangka pelaku adalah warga negaranya atau seseorang yang bertempat tinggal di
wilayahnya;

b) ketika korban adalah warga negaranya.

Setiap Negara Pihak juga harus mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk
menegakkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di atas saat tersangka
pelaku berada di dalam wilayahnya dan tidak mengekstradisi tersangka pelaku ke Negara Pihak lain
dengan alasan bahwa pelanggaran telah dilakukan oleh salah seorang warga Negara Pihak lain
tersebut.

Protokol ini tidak mengecualikan segala yurisdiksi pidana yang dilaksanakan sesuai dengan hukum
setempat.

Pasal 5

Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dianggap sebagai
pelanggaran yang dapat diektradiksikan dalam setiap perjanjian ekstradiksi antara Negara-Negara
Pihak dan harus dimasukkan sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisikan dalam setiap perjanjian
ekstradiksi yang diputuskan kemudian di antara mereka, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

Jika suatu Negara Pihak, yang mensyaratkan ekstradisi dilakukan melalui suatu perjanjian, menerima
permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Negara
Pihak tersebut, Protokol ini dapat dipertimbangkan oleh Negara Pihak tersebut sebagai dasar hukum
untuk ekstradisi berkenaan dengan pelanggaran tersebut. Ekstradisi harus merujuk pada ketentuan-
ketentuan hukum dari Negara yang diminta.

Negara-Negara Pihak yang tidak mensyaratkan ekstradiksi dilakukan melalui suatu perjanjian harus
mengakui pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisikan di antara
mereka sendiri dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Negara yang diminta.

Untuk tujuan ekstradiksi di antara Negara-Negara Pihak, pelanggaran-pelanggaran tersebut harus
diperlakukan tidak hanya terbatas pada tempat terjadinya pelanggaran, tetapi juga di wilayah di mana
Negara-Negara diharuskan untuk menegakkan yurisdiksinya sesuai dengan Pasal 4.

Jika suatu permintaan ekstradiksi dibuat atas dasar pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3
ayat (1), dan jika Negara Pihak yang diminta menolak atau menyatakan tidak akan melakukan
ekstradisi dengan dasar kewarganegaraan dari pelaku pelanggaran, Negara yang diminta tersebut
harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menyampaikan perkara tersebut kepada
otoritasnya yang berwenang untuk tujuan penuntutan.
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Pasal 6

1. Negara-Negara Pihak harus memberikan bantuan terbaik satu sama lainnya dalam penyelidikan atau
tahapan pemidanaan atau ekstradiksi atas pelanggaran yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1), termasuk
memberikan bukti-bukti yang tersedia dan dibutuhkan untuk tahapan-tahapan tersebut.

2. Negara-Negara Pihak harus melaksanakan kewajibannya sesuai ayat (1) Pasal ini sejalan dengan segala
perjanjian atau bentuk kesepakatan lain tentang bantuan hukum timbal balik yang mungkin ada. Jika
tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan semacam itu, Negara-Negara Pihak harus menyediakan
satu sama lain bantuan yang sesuai dengan hukum domestik mereka.

Pasal 7
Negara-Negara Pihak harus, dengan merujuk pada ketentuan hukum nasional mereka:

(8 Mengambil langkah-langkah untuk menetapkan perampasan dan penyitaan, sebagaimana
mestinya, dari:

(i) Barang-barang seperti bahan, aset, dan peralatan lainya yang digunakan untuk melakukan atau
memfasilitasi pelanggaran di bawah Prorokol ini;

(i) Hasil-hasil yang berasal dari pelanggaran tersebut.

(b) Memenuhi permintaan dari Negara Pihak lain untuk merampas atau menyita barang-barang
atau hasil-hasil sebagaimana dimaksud pada sub ayat (@) (i);

(c) Mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk menutup, dengan sementara atau
permanen, tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut.

Pasal 8

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk melindungi hak-hak dan
kepentingan anak-anak yang menjadi korban praktik-praktik yang dilarang dalam Protokol ini pada
semua tahapan proses peradilan pidana, khususnya dengan:

(a) mengakui kerentanan anak-anak yang menjadi korban dan melakukan penyesuaian prosedur
untuk mengenali kebutuhan khusus mereka, termasuk kebutuhan khusus mereka sebagai saksi;

(b) memberitahu anak-anak yang menjadi korban tentang hak-hak dan peran mereka, serta ruang
lingkup, waktu, dan kemajuan tahapan, dan penyelesaian perkara mereka;
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(c) memungkinkan pandangan, kebutuhan, dan perhatian dari anak-anak yang menjadi korban untuk
disampaikan dan dipertimbangkan dalam tahapan di mana kepentingan pribadi mereka
terpengaruh, dengan cara yang konsisten dengan peraturan prosedural hukum nasional;

(d) menyediakan layanan dukungan yang sesuai kepada anak-anak yang menjadi korban selama
proses hukum;

(e) melindungi, sesuai yang dibutuhkan, privasi dan identitas anak-anak yang menjadi korban, dan
mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan hukum nasional untuk menghindari penyebaran
informasi yang tidak sesuai yang dapat mengarah pada identifikasi anak-anak yang menjadi
korban;

(f) menjamin, dalam kasus-kasus tertentu, keselamatan anak-anak yang menjadi korban, dan juga
keluarga mereka serta saksi yang mewakili mereka, dari intimidasi dan pembalasan;

(9) menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penyelesaian perkara dan pelaksanaan perintah
atau keputusan yang memberikan kompensasi kepada anak-anak yang menjadi korban.

Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa keraguan mengenai usia korban tidak menghalangi
dimulainya suatu penyelidikan pidana, termasuk penyelidikan yang bertujuan untuk menetapkan usia
korban.

Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa, dalam memberlakukan sistem peradilan pidana bagi
anak yang merupakan korban pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini, kepentingan terbaik bagi
anak harus menjadi pertimbangan utama.

Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelatihan yang layak,
khususnya pelatihan hukum dan psikologi, bagi orang yang menangani korban pelanggaran yang
diatur dalam Protokol ini.

Negara-Negara Pihak harus, dalam kasus-kasus tertentu, menetapkan langkah-langkah untuk
melindungi keselamatan dan integritas orang-orang dan/atau organisasi yang melakukan upaya
pencegahan dan/atau perlindungan dan rehabilitasi korban pelanggaran tersebut.

Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan merugikan atau tidak konsisten dengan
hak-hak terdakwa atas pengadilan yang adil dan tidak memihak.

Pasal 9

Negara-Negara Pihak harus mengadopsi atau memperkuat, melaksanakan dan menyebarluaskan
undang-undang, langkah-langkah administratif, kebijakan dan program sosial untuk mencegah
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Protokol ini. Perhatian khusus harus diberikan untuk
melindungi anak-anak yang khususnya rentan terhadap praktik-praktik ini.
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2. Negara-Negara Pihak harus memajukan kesadaran masyarakat secara luas, termasuk anak-anak,
melalui informasi dengan semua sarana yang sesuai, pendidikan dan pelatihan, tentang langkah-
langkah pencegahan dan dampak yang merusak dari pelanggaraan yang dimaksud dalam Protokol ini.
Dalam memenuhi kewajiban di bawah Pasal ini, Negara-Negara Pihak harus mendorong partisipasi
masyarakat dan, khususnya, anak-anak dan mereka yang menjadi korban, di dalam informasi,
pendidikan dan program pelatihan tersebut, termasuk di tingkat internasional.

3. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang memungkinkan dalam rangka menjamin
tersedianya bantuan yang layak bagi korban pelanggaran, termasuk reintegrasi sosial, dan pemulihan
fisik dan psikis mereka secara penuh.

4. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa semua anak yang menjadi korban pelanggaran yang
diatur dalam Protokol ini tanpa diskriminasi memperoleh akses terhadap prosedur yang memadai
untuk memperoleh kompensasi atas kerugian dari pihak yang secara hukum bertanggung jawab.

5.  Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk melarang
produksi dan penyebaran materi iklan yang mengandung pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini.

Pasal 10

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat kerja
sama internasional melalui perjanjian multilateral, regional, dan bilateral dalam rangka pencegahan,
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan hukuman bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas
tindakan yang terkait dengan penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak, dan pariwisata seks
anak. Negara-Negara Pihak juga harus memajukan kerja sama dan koordinasi internasional di antara
otoritas mereka, organisasi non pemerintah nasional dan internasional dan organisasi-organisasi
internasional.

2. Negara-Negara Pihak harus memajukan kerja sama internasional untuk membantu anak-anak yang
menjadi korban dalam pemulihan fisik dan psikis, reintegrasi sosial serta pemulangan mereka.

3. Negara-Negara Pihak harus memajukan penguatan kerja sama internasional untuk mengatasi akar
permasalahan, seperti kemiskinan dan keterbelakangan pembangunan, yang melandasi kerentanan
anak-anak terhadap terjadinya penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak, dan pariwisata seks
anak.

4. Negara-Negara Pihak, dalam posisi untuk melakukan hal-hal demikian, harus menyediakan bantuan
keuangan, teknik, atau bantuan lainnya melalui program multilateral, regional, bilateral atau program-
program lainnya yang ada.
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Pasal 11

Tidak ada satu hal pun dalam Protokol ini yang dapat mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih
kondusif bagi realisasi hak-hak anak dan yang mungkin terkandung di dalam:

(8 hukum Negara-Negara Pihak;
(b) hukum internasional yang berlaku di Negara tersebut.

Pasal 12

1. Setiap Negara Pihak harus menyerahkan, dalam waktu dua tahun setelah berlakunya Protokol ini
untuk Negara Pihak tersebut, laporan kepada Komite Hak-Hak Anak yang menyediakan informasi yang
komprehensif mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk implementasi ketentuan dalam
Protokol.

2. Setelah penyerahan laporan komperehensif, setiap Negara Pihak harus menyertakan dalam laporan
yang mereka serahkan kepada Komite Hak-Hak Anak, sesuai dengan Pasal 44 Konvensi, informasi lebih
lanjut berkenaan dengan implementasi dari Protokol. Negara-Negara Pihak lain dari Protokol harus
meyerahkan laporan setiap lima tahun.

3. Komite Hak-Hak Anak dapat meminta dari Negara-Negara Pihak informasi lebih lanjut yang relevan
dengan implementasi Protokol ini.

Pasal 13

1. Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara yang merupakan pihak dari Konvensi atau yang
telah menandatanganinya.

2. Protokol ini untuk diratifikasi dan terbuka untuk aksesi oleh setiap Negara yang merupakan pihak dari
Konvensi atau yang telah menandatanganinya. Instrumen ratifikasi atau aksesi harus disimpan oleh
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 14

1. Protokol ini harus mulai berlaku tiga bulan setelah penyimpanan kesepuluh instrumen ratifikasi atau
aksesi.

2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi Protokol ini atau mengaksesinya setelah mulai berlaku, Protokol
ini harus mulai berlaku satu bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya.
Pasal 15

1. Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Protokol ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis
kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang setelah itu akan menginformasikan
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Negara Pihak lain dalam Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani Konvensi. Penarikan
diri tersebut akan berlaku satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Penarikan diri tersebut tidak akan berdampak pada bebasnya Negara Pihak tersebut dari kewajiban-
kewajibannya di bawah Protokol berkaitan dengan setiap pelanggaran yang terjadi sebelum tanggal
penarikan diri berlaku. Tidak juga penarikan diri semacam itu boleh mengurangi dengan cara apapun
pertimbangan yang berlanjut atas segala permasalahan yang sedang dalam pembahasan Komite
sebelum tanggal penarikan diri mulai berlaku.

Pasal 16

1. Suatu Negara Pihak dapat mengusulkan sebuah amendemen dan mengajukannya kepada Sekretaris
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus segera setelah itu mengkomunikasikan
usulan amendemen tersebut kepada Negara-Negara Pihak, dengan permintaan bahwa mereka
menandakan apakah mereka mendukung diadakannya sebuah konferensi Negara-Negara Pihak
dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan mengambil suara atas proposal tersebut. Dalam
keadaan di mana, dalam empat bulan sejak tanggal komunikasi tersebut, setidaknya satu per tiga
Negara Pihak menyetujui konferensi tersebut, Sekretaris Jenderal harus mengadakan konferensi di
bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap amendemen yang diadopsi oleh mayoritas Negara
Pihak yang hadir dan memberikan suara pada konferensi harus diserahkan kepada Majelis Umum
untuk persetujuan.

2. Suatu amendemen yang diadopsi sesuai dengan ayat (1) dari Pasal ini harus berlaku ketika telah
disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua per tiga mayoritas
Negara Pihak.

3. Ketika sebuah amandemen berlaku, amendemen tersebut harus mengikat para Negara Pihak yang
menerimanya, Negara Pihak lain yang masih terikat oleh ketentuan-ketentuan Protokol ini, dan semua
amendemen sebelumnya yang telah mereka terima.

Pasal 17

1. Protokol ini, yang teks berbahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama otentiknya,
harus disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengirimkan salinan resmi Protokol ini kepada
semua Negara Pihak Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani Konvensi.
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Optional Protocol to the Convention
on the Rights of the Child
¢n the sale of children,
child prostitution and
child pornography

UNITER NATIONS
2000
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Optianal Proteen] to the Conventicn on the Rights of the Child
on the sale of children, child prostitution
and child poronography

The States Parifes lo the prevent Prosoead,

Conridering that, in ooder further to achieve the purposss of the Convention on the Rights af
(e Child and the implementation of its provisions, especially anticles 1, 11, 21, 32,33, 34, 35 and
34, it would be approprinte 1o extend the maasurs that Srates Farties should underiake in order to
guamnies e prowstion of e chil fom the sele of childnn, child prostitation apd child
pometuphy,

Corsldering alse thar the Conwvention an the Rights of the Child recognizes the ripht of the
child m be proteetsd From econonic exploitaion aad from perlovming any work that i likely 1o be
hazardous or g interfens with the child's education, or to be harmful 1o the child’s health or physical,
mental, spirituat, mora] or seciel developmsnt,

Gravely eoncermed el the significant ond ncressing international ceaffie of children Fot the
purpose of the sale of children, child prostitution and child parmography,

ey cancernad a1 the widespread and continuing practce of sex towrism, 1o which children
arc czpecially vulnerable, az it directly promotes the sale of children, child progitnicn and child
pamopraphy,

Recognizime that 2 number of pariculacly yolnerable groups, including gir children, are a1
preater risk of sexval exploiation, and et girt ¢hildren are disproporlionalely represented among
the sexually exploted,

Concerned ahoul the growing availabiliny of child pomography on the Imemet amd other
evolving teehnologies, snd revalling the nismations! Conlerenee on Combating Child Pormogaphy
on lhe Inlermel (Vignne, 179 snd, In parlicutar, s conclusion ealling for the worldwide
eritninalizarion of the production, disribution, skportation, ransmission, itoportation, inlenkonal
possession and adventizing of child pormopraphy, and stressing the importance of closer cooperalion
and parivership botween Governmen!s and the lnternst indusicy,

Helleving that the elimination of the sale of children, child prostindicen aod child pormography
will ke facilitated by adepting & holislic approack, addressing the contribuling Tacwrs, including
underdevelopment, poverty, economis  disparities, imeguitable  sovio-cconsmic  structure,
dysfunctioning  fomilies, lack of education, urban-nral mipradon, pender discrimination,
irresponsible adulf sexual behaviaur, hannful waditionel practices, avmed conllicts and trefficking
of children,

Aeficvivg (hat eflons to raisc public awarcwess are necdod oo redvce consumer detnand for the
gale of children, child prostitution and child pormography, and also belisving in the importance of
strenpthening glubal purtnership atnos all aetors wmnd of improving e etforcement sl the nationsl
favel,
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Nuting the provisions af intemationa] legal instnunents relevant to the pratection of children,
including the Hague Conventiod oo the Protection of Children and Cooperation with Respect to
Inket-Country Adoptics, the Hague Cobvention on the Civil Asperts of Intermational Child
Abduction, the Hogue Corvention on Junizdiclion, Applicsble Law, Recognition, Enfurcenemt avd
Cooperation in Raspect of Paremal Responsibility and hMezusures For the Protection of Children, and
Lotetraticnal Labour Organizadon Convention Mo, 182 on the Prohibition aod [nimediate Action for
the Elimination of the Werst Forne of Child Laboar,

Enconraged by the overwhelming suppon fur the Conventivm om the Rights of the Child,
demonsteating the widespread comunitment Ot exists for the promodlon and protection of the rights
of the child,

Recopniging he imporanee of the implemenizion of the provisions of the Programme of
action For the Prevention of the Sale of Children, Child Prositution and Child Pornopraphy and the
Declaration and Agenda [or Action wdopted at the World Congress against Commerzial Sexual
Exploitation of Children, held ar Stockholm From 27 10 31 Augest 199, and the other rehevant
decisions and reconmmendations of pertinent interpational bodies,

Fokimg due accewn of the importance of the traditions and culteral values of each people for
the protection and harmenious development of the child,

Flpve cgreed as follows:
Article 1

Blates Parties shall prohibit the sale of childven, child prostitution and child pomegraphy ac
pravided for by the preseel Protocol,

Article 2
Tor the purpose of the present Protocel:

(a} Sale of children mzans any act or transaction wherchy a child is tmnafemed by any
porson or group of persons to apother for retuneration or any other consideration;

(b}  CUhild prostitution means the use of a child 1nosexual achvitics for remumeration or any
pther form of considecalion;

(e] Child pompgraphy mewns any represenladen, by whatever means, of 3 child engaged.
in eeal o simulated expheil Sexual aclivilivs or any fepresentation of the seduat parls of a child for -
primarily scxual purpoacs.

Article 2
1. Each Sete Party shall cosure thal, 25 a minimom, the foll owing acts and activities are fuliy
covered under 1ts criminal or pénal 1o, swhether these offences are commilled domestically or
ranshationaly or on an dividual or crganized basis:
(2t [ the context of sale of ghildren as defined in article 2;
(" The offering, delivering or sgeepting, by wﬁnu:vl:r mvcareg, a child for the purpose of:

Pl
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g Sexual exploitation of the child;
b.  Transfer of organs of the child For prafic;
3 Engagement of the child in forced Labour;

(i) Improperly inducing consent, as ao intermediary, for the adopion of & child in
vielation of spplicable inwmational legal jbsiviunens on pdoption,

()  Ofering, obtainmg, procuring or providing a child for ¢hild prostituGon, a2 defined In
articls 2,

fej  Producing, distributing, disseminating, imponing, sxporiing, offering, selling or
passessing, for the above purposes child pamography as defined in article 2,

2, Suhbject to the provisions of a Smte Party'™s pational law, the same hall apply to an albempl le
commit any of these acts and 1o complicity or panticipation in any of these aets.

3, Each Siaiz Party shall make (29 offences punishakle by appropriste penahies thai 1ake into
agcoumt thetr grave parugs.

4. Subject to the provisions of it natipnal law, each Stale Party shall 12ke measvres, where
approprigte, bo estallish the liability of lcgal persons for offereces established in pamyraph 1 of the
present article. Subject to the l=gal principles of the Stale Party, his linbilivy of legat persons may
be criminal, ¢ivil or administrative,

8. States Parties shall take ell appropriale legal and administrative measures to ensure that all
persona involved in the adoption of a child act in conformity with eppliceble inimational legal
inFfumsts.

Ariicle 4
1. Each Stee Farty shall 1ake such Mensures as may b2 neceusry (0 esdablish i junsdiction ower
the afferwes refened W in umticle 3, parageaph 1, when the offerees are committed in its berrtory or
o board a ship ot aiteraft registeced in the Sate

2. Each Stafc Party may take such measures a8 may be necsssary 160 estsblish its jurisdiction over
the pifences referred to in articte 3, paragraph I, in the following cases:

{1}  When the alleged offendec’is 2 natgnal of that Stale or & person who has his habitot
residence in its eritory;

(b} When the viclim is 2 national of that State.
3. Each Statc Party shall alse take such measures a3 may be necessary W establish its jurisdiction
over the above-meniioned offenies when the alleged affender i present in its lermritony and it docy
nol exiradite him or her to awther State Party on the ground that the offence has been commiiied
by one of its nationals.

4. This Prodocol does not exclude any criminal juisdiction exerciaed in acoordance with intermnal
Taw,

5.
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Article &

1. The offences ceferred o in anlicle 3, paraproph 1, shall be deemed to be included gy
extraditablc offcnees in any cxtradition treary existing between States Partica and shabl be included
an extraditable offences in every extradition reaty swhsequentiy coneluded between them, jn
accordanee wilh the eonditions sel Forth in those treaties.

2. 1 & State Party thet makes oxtrmdition conditional on the existence of g treaty receives a
request for exlradition from another Siate Panly with which it has no extradilion trealy, it may
consider this Protoco) ag g legsl bosiz o extradition in respect of such offences. Extradition shall
be subjeet to the conditions provided by the law of the requested State,

3. Seatcs Panics that do ot make extradition comditional on the existernce of a treaty shall
regagnize such offences ac axtraditable offences hetween themzelves subjeet to the cond:ions
provided by the law of the requested State.

4. BewchofTencs shall be loeated, Tor the purposs alexiradilion between Staes Parties, as if they
bad been cominitted not only io e place in which they ocoumed but 2o in the wriwories of the
States roquited to establish their jurisdictton in accordance with article 4.

3. 1f an extradidon reguest is made with respect 1o an offence deseribed in article 3, parapraph 1,
and if the requested Stale Fany do=s oot or will ool eximadite on the basis ol the putionaliny of the
otfender, that State shall take snitable measures 1o subimit the case to its competent authorties far
ihe putpoe of prosccukion.

Artlele &
1. States Panies shall aftord one another she greatest measure of assisiance in conneciion with
investigatiens or eriniinal or extradition proceedings brought in respect of the offences set forth in
arbiele 3, parapraph 1, including assistancee 1o abluiming evideénce ol their disposal necessary for the
procesdings.
2 Staics Pantics shall camy oot their obligatons under paragraph 1 ¢f the present aki¢le in
con(onmicy with ay (reaies or ctfer arangaments on mutual legal assisionee dar may exis beowesn
thermn. 1o the abssnce of such trealies or amangetnents, States Parties shall afford one anodher
assistance (i accordance with iheir domestic law.

Article T

4tates Parlies shall, subject 10 the pravisions aof their natinnal lav:

(a1 Take measures o provide for the seizure and confiscation, as appropriate, of;

(1 Gords such s malcrials, assets and other instromentalities used o commit or
{acifitate offences under the present Protoood;

fity  Progeeds deaved rom such offences;

(bt Execwic requests from another State Parly for seizure or confiscation of poods or
progesds refermed Lo in subparagraph (8 {i);


http://www.djpp.depkumham.go.id

31 2012, No.149

(e} Take measures aimed at clesing, on a tempoeary or delioifive basiy, presiises used to
eomumit sich offences,

Articic §

1.  Etates Partiez shall adopt appropriate measures to prolect the rights and interests of child
vietims of the practices probibited urder the prezenl Protecol at 2l stages of the criming) jugtice
process, in particular by:

{a) Recognizing the vulnemabilily of child victims and adopting procedures 1@ recognize
their special needs, including their special needs az witnesses,

(b) Informing child victims of their rights, thetr rele and the scope, timing &nd progress of
the proceedinga and of the disposition of their cases,

(¢}  Allowing the views, needs and concems of child victims to be presented and considered
in proceetdings where heir pecsoal interests ans affecied, in g maoer consisiem with e procedural
rules of national law,

{dy Providing approprime support services 1o child victimz throughowt the lepal process;

(&) Protecting, as apgwopeiale, e privacy and [Kemtiny of child victimg and taking measires
in 2ecordance with nutional 34w o avoid Lhe inuppropriate dissomination of information that could
lead to the identification of ¢hild vietime,

() Provifing, bn appropriate cases, (or the salery of child victims, as well as that of dheir
Tarnilies and wittiesses on ther behalE, from intimidonan and realintion

(] Awoiding unnecessary delay in the disposition of cases and the execition of orders or
decrees graniing compensation to child vietims.

2 Biaees Parties shall easure that uicectainty a5 o the actaal age of tha victim shall fot prevent
the initiation of criminal Drvestiparions, nclading investipations aimed at establishing the ape of the
victint.

3. S Partics shall ensurs that, in the treslment by the cnminal jusiice sysicm of children who
ere viclims of the offences deseribed in the presei Protocol, the best interest of the child shall be
8 primary consideraion.

4,  States Partica shall teke measurss o ensurs approprizets traintng, in pacticular legal and
peychologicat training, for the persens who work with viclins of the offences prohibited wnder the
prescat Frodocol,

5. Siatcs Partica shall, in apprapriate ceses, adopt measurcs in order b protoct the safety and
imtegrity of (hose persons and/or crzanikations inyalved in the prevention andfor prstection and
rehabilitaijon of victims of such offences,

B.  Mothing in the present article shall be constreed ac prejudicial o or inconsistenl with tha vights
of the accused toa (atr and impartial gl
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Article ¥

1. Stawgs Fartics shell adopt or strengthen, implement and disieminae |aws, administrative
meamues, social policies and progearnmes o prevent the ofences referred 10 in the presenl Prolocol
Particular attention shatl be givento prorest children whoe are capecially volncrable to these practices.

2. Swates Panics shall promote awarceess in the public at Jarge, including children, thoough
inforrnation by all appropriate means, education and iradping, about the preventive measuies and
harnfl] effecis of the offences referred 1o in the present Protecol, In fulfilling wtheic abligations under
thiz article, States Parties shall encourape the participation of the commamity and, in particular,
children and child victims, in such information and edwcation and treining progremmes, including
at the intecnational level.

3, Staies Partias shall take all feasible mzasures with the 2im of cnsuring all appropriate
assisbancs by victims af stwch olfences, ingluding their full soclal reimepration and their DU physical
and peychotogical recavery.

4, Blales Panles shall ensure thar all child victims of the offences deaceibed @ the present
Protocol have acgesz 10 adeoquate procedures 1o acck, without diseritninction, canpensation for
darmages from those lepalby racponsible.

5 Strlee Partier shall tales apmrapriats menoires simed at effectively nrohikiting the production
and desemnibation of matenal adwvertising the offences described in the present Protoenl.

Article 13

1. States Parties shall take all neccssary steps to strengthen imtemational cooperation by
muliilateral, cegione! and bilateral amangements Toc the prevenlien, delection, invesiigation,
prosecction and punishment of those vesponsible for acts involving the zale of children, child
prositution, ohild pomagraphy and child sex wurdsm. Staies Parties shall also promote inlemational
cooperation and coordination between their anbworities, national and intemational non-povermmentol
grganizalinps and interuaional organiations.

2. States Parties shall prommote intemations] cooperation 1o sssist child victims in thely physical
and paychological reeovery, social relitegration and repatriation,

1. States Parties shall promote the strengthening of terarional cooperation in order (o address
the root couses, such s poverly and underdgvelopmeni, coninbubing to te voloembilily af children
to the gale of children, child prostintion, child pomography and child sex tourism,

4. Slales Parties in 4 posilion 1o do 2o shell provide financial, techrdeal or other assistance
throupgh existing multilaterat, regional, bilatzral or other programmcs.

Articie 11

Holhing in the present Proloesd shall affect any provisions that ere mare conducive to the
redlization of the rights of the child and that may be conlained in;
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{a)  The law of a Siate Pany,
(8] Intcrmattonal law im force Foc that Stabe,

Article 12

1. Each State Party shall subemit, within twg vears follewing the entry into force of the Protogo]
for fhat Siale Party, & report 1o the Commitiee on the Rights of tw Child providing comprehensive
information on the teagures it has aken to implement the provisions of the Protocol,

2. Following the submission of the comprehansive repon, each State Panly shall include in the
fepors they submit to the Committee on the Rights of the Child, in accordarce with artcle 44 of the
Convention, any further informatian with respect ve the implernentation of the Fratoen]. Other States
Parties bo 1 Protucol shall subiit a report every five years,

3. The Committes ot tha Righis of tha Child may requast from States Panties further information
relevant 1o the implemantation of this Protecol,

Article 13

1. The presert Protacol is open for signature by any State that is a party Lo the Convention ot has
sigoed it

2. The present Prowcol ia subject to watification and iz open o acceasion by any State that iz a
parly to the Convention of hag signed il Instroments of ratifiealion or accession shall be deposited
with the Secrtary-Deneral of the United Matians,

Articie 14

1. The present Protocol shall enter inbo force three months after the deposit of the tenth
insitument of ralification OF Qoeesian,

2, For cech State ratlying the present Pratocol ar aceeding B0 it after it cntry into force, the
present Protocol shall enter into fonee one month efler the date of the depasit of 115 own instrement
of tatification o1 accession,

Ariieke 15

1.  Any State Party may denonnce the present Protocol ar any time by written notificadon to the
Secrctary-Genern] ol the United Mations, who shall tereafter infoom the other States Partics 10 the
Convention and all States that have signed the Convenion. The denunctarion shall take effect ona
year after the dale of recsipt of the natification by the Seeretary-Ceneral of the Unibed Mations.

2. Such a derunciation sheli nol have the effetl of releasing the Stale Panly from its obligations
under this Protocel in regard to any offence that nceurs prior 10 the date o which the denunciation
becontes ¢ffoctive, Mor shall such a denunciation prejudies in any way the continued consideration
of any matter that 13 already under consideraion by the Committes priar to the date on which the
denuncintion becomes effective,
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Artick: 15

1. Any Bate Pary may propose an umendment and file il with the Secretory-General of the
United Mations. The Secretary-{rencral shall thersupon communicate the proposed amendment o
Staves Paries, wilh o request that they indicate whether they Tuvowr o confersnce of Sales Parlies
Tor the pumpese of considering and voting upat the proposals. Th the event ihat, within four monts
from the dae of such communication, ac least one thied of the Staes Farties favour such a
conlerence, e Secretary-Cienend shall conveng the comlerene under e aospives of the TTnited
Maliona. Any amendiment adopied By a majority of Siaies Partics prosent and woting at the conference
shall be submitted (o the General Assembly for approval,

2 Anamendment adopted in accordance with paragraph | of the prazent anticke shall epter intn
force when it has been approved by (he Genersl Assembly of the United Nations and accepted by

a tam-thirds majority of Stes Partiss,
3 When an amendment enters inte forcz, it shall be binding on thoze States Parties that kave
sooepied] i, other States Parties still being bound by the provisions of the present Protoeol aopd any
catlier amendments that they have accopled.

Arlielke 17

1. The present Protoco], of which the Arabic, Chinese, Bnglish, Freach, Russian and Sponish
texes ars cquaily auhentic, shall v depoaited in the acchives of the United Malions.

2. The Secretery-General of the Unitgd Wations shall transmit cenificd copics of the present
Proloce] 1o al] Stales Parkies Lo the Conventton and all States that have sigoed e Convention.

5
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Protocole Bacultadif & la Convention
relative aux droits de |'enfant,
concernant la vente d'enfants,

§a prosticution des enfanes
¢t la pornographie metiant en scéne des enfants

Les Puwis Parrics au présent Pratocalc,

Consideranr que, pour aller de IPavant dans la réalisation dea buts de la
Convention relative oux droits de 1'enfanll el Papplivation Je ses disposi-
tiong, on particulier des articles premier, 11, 21, 32, 33, 34, 33 o1 36, H scrait
sppropeie 4" Elargir Yes mesuees que les Ftats Parties devealent prendre pour
garantit la protection de 'eofant contre Ja vente d'enfants, [ prostituion des
enfants el la poraographis mettant en scéne Jdes enfants,

Considérant fgalerent que la Convention rclative aux droits de V'enfant
consacre le deoit de |'enfant d"éire proégd contre explotiation eonomique
of do ne pag ftre astreint & un travail compotlant des risgues ou susceptible
de compromatire son éducation oo de owirg 3 sa santd ou & son développe-
ment physigue, mental, spintwel, mord] ou social,

Crmaguian) pves wnr vive préogcupetion que 1o iaite internationsle
d'enfants aux fins de la vente d*enfans, de la prostitution des enfants et de
la pornographie mettant on scéne des enfants revét des proportions consids-
rables &l croissantes,

FPrafondémenr préoreupds par 1a pratique répandue ef persistante du too-
tisme sexuel auguel les enfants sonl parlichliéretnent exposés, dabs la me-
sure ou Il favorise direciemenl la vente d'enfants, b peoslitulion des enfunds
€t la pomographic mettant en seéng des enfants,

Consciensy qu'un ceriain nombre de groupes particulidrement yulndra-
bics, notanment ies  flieties, sont  davasmiage  oposts A Hsgque
d'expleiiabion sexwclle, of qu'on recense un nombre anormalement éleve de
fillettes parmi les victimes de Pexploitation sexoelle,

Fréoccumds pay Uoffie crolssante de mavtricls pornoaraphiques mettant
en ecéne des onfents gur 'Interoct ot autres nouveaux supports technobogi-
ques, ef rappelaat qua, dans ses conclusions, 1z Conférence internationale sur
la lotie contre Ja pomographie imphiguant des enfanis sur Ploternet (Yieons,
19%4) 3 notamment demeandé la criminalisation dans ' monde entier de la
production, la disibution, 'exportation, " importtation, la ransmission, la
possession intentionnelle el la publicité de matétisls pomographigues impli-
quant des enfants, et soulipnant I"importance d*une coopération et d*un par-
tenarat plue éroits entre les pouvairs publies et les professionnels de
[*Internet,

Copvaircys que I'élimination de ln ventz d'enfants, de lg prostitulion
des enfants et de la pornographie mettant on scéne des onfants sora facilitée
par Madoption §"une approche plobale tenant compte des factenrs gui contri-
buent 4 ces phénomenes, nntamment le sovz-développement, |3 pauvreid, les
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disparilés économigues, L'inéquitg des atructieres socinéoonomiques, les dys-
fonctionnements familianx, le mangue d'édupcation, exada rural, la discri-
mination fondge sur le sexe, le comporietnent sexuel irresponsable des
adultes, les prariques tradittonnelles préjudiciables, les conflits aomdés et fa
traite des enfants,

Extinrar qu'une aclion de sensibilizgallon du public esi nécessaire pour
vdduire 1a demande qui et 4 IMoriging de la vente denfants, deo a prostifutlon
des anfants et de lo porrographie pédophile, =t gu™i] impotte de reaforeer le
partenartat mondial entre tous les acteurs o d'améliorer 'application de la
i01 mu hiveau hational,

FPreneal note des dizposition: des instroments uridiquas internationuux
pertinénls eh matiére de protection des enfanty, potammeant 13 Convention de
La Haye sur [a protection des enfants et Iz coopération en matigre d'adoption
intermationale, la Convenlicn de La Hoye sur les aspects civils de
enidévement international d'enfants, la Convention de La Haye concernant
ta compétence, 1a 1] applicable, 18 reconnaissance, exécution ¢ la coopé-
ration ert matiére de responsabilitd perentzie of de mesures de proteciion des
enfants, et la Convention No 182 de 'OIT concernant I'interdicrion des pives
formes de travail des enfants et action immédiate en vae de leur Elimina-
Eion,

Encouragds par Mappui massifdont bépdficie la Convention relative aux
draiks de 1"enfant, qui tradult Pexistence d*une volontd péndralisés de pro-
mouvoir ¢t de probépet les deodts de 1 enfui,

Constgdérgnt qu'll impons de melire en mnvte les dispositions du Pro-
gramme d'setion pour la prévention de la vente d'anfants, de b prostitueion
dez enfants ¢t de |3 pornographic impliquant des enfants et de la Déclaration
gt du Programme d7actioh sdoples en 1996 au Comprés mandial wonice
I'cxploitation sexuelle des enfants 4 des fing commergiales, tenu @ Siock-
hodm du 27 au 31 aody 1996, pingi quc (o8 awtres décisions of reoommd nda-
Lieas perlinentes des oreanismies internationaok concernés,

Tenarn) dfimten! compie de Pimportance des iraditions el des waleurs
cufwrelles de chaype peuple pour la pretection de 1'enfont ef sop dévelop-
pement hormonians, :

Somt comveruy die ce gui suet -

Article premier

Les Btats Partics intordisent la vemie d cafants, la prostitution des en-
fants 2t la pornographie mettaol én sedne des enfants conformément aux dis-
poesitiona du présent Protosale.
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Artlele 2
Al fing du présent Pretocols -

a) On entend par vente d’enfants toul acte ou touwle transaction Tasant
intervenir fe transfert d'un enfant de toule personne ou de tout groupe de
pErSONNEs 4 URC Aulre PErSONNE O un aulre groupc condre rémuUnération ou
rout autre avantage;

%) Om entend par prostitution des enfants le fait d otiliser un enfant
aux fins d'aclivitds sexuwelles contre rémundration ou toute autre forme
d’avantage;

¢} On entend par pomographie mettant en sedne des enfants toute re-
présentation, par quelque meyen gue o¢ soil, d'un erfan: s'adonnant 4 des
activitéa seauelles explicites, réellas pu simutées, o toute répriéseniation des
organes sexuels d'un enfant, & des lns principalement sexuelles.

Article 3

1, Chague Etat Partic veille 4 oc quo, 3u minimum, les actes et activiteés
suivants soicnt pleincment saiais par s0n droit pénal, gue ces infractions
saient cofindses au plan inferoe ou iensnalional, par un individu ou de fa-
¢on ofpanigée

a} Pource qui est de b2 vente d'enfanes visde 3 Particle 2

iy Le fait d'offtir, de remettre, ou d’accepter un enfant, quel que soit
le moyen utilisé, amx fins

3. Dewploiter Penfant & des fins sexuslles;
b, Dc transtérer les orpanes de I"onfant & nitce ondroux;
v. Desoumettre enfant au travail foreg;

it} Te tait dpbtenjp indfment, en tant qu’intevnddiaire, e comsenie-
ment & Padaption d'un epfant, en violation des instrumcnts juridigues
internationawy relalifs & adoption,

b}  Le {ni d'offrir, d'oblemt, de procurst gu de [otenir un enfant & dex
fins de prostitution, telle que définie & Particle 2;

¢} Le fit de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer,
d'exporter, d'offrir, de vendre oo de détenit oux fina susmenticneges des

mantriels pornographiques meteant en scéne des enfamis, tela que définiz a
I'article 2,

2. Sous rsserve du deoit inrerne d'un Evat Partie, lez mémes dispositions
walent en cas de tentative de cotimission de Pon quelconque de ¢es acies, de
gomplicité dans s& commission ou de pacticipation & celle-ci.

3, Tout Etat Partie rend ccs infractions passibles de peines appropriges te-
nant compte de lour gravits.
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4, Sous rdserve des dispositions de son droil Inkerne, toul Bl Pantic prend,
il y o Hen, les megures qui 3'imposent, afin d"établic la responsabilitd des
personnes morales pour 23 infractions viséas au paragraphe 1 du présent ar-
ticle, Selon les principes juridigues de 1"Ermr Partie, cette responsabilité peut
&1z pénale, civile ou administrative.

5. Les Frate Partice preanent toutes les mesures juridiques et administrti-
ves approprides pour sTassurer gue toutes |es personnes infervenant dpng
I'adaption d*un enfant agissent conformement aux dispositions des instru-
ments juridiques internetionawy, applicables.

Article 4

1. Tout £tat Partie prend les mesurcs nécessaires pour €tablir sa compd-
tence awx fing de connaltre ded itlractions visdes au patagraphe 1 de Vacticle
3, lorsque ces infrucliona onl 646 commises s son tetritoirs ou & hord de
navires ou d'wéronels immatriculés dons vet Frat,

2. Tout Etat Farrie peut prendre los mesurcs néccssaires powr établir sa
compétence aux ting de comnaite des infractions vizées au parapraphe 1 de
I"article 3, dans les cas sulvants ;

a3} Loragque 'avteur présume de I'infraction est un fessortissant dudil
Etat, ou o sa résidence habituete sor le territeire de celoi-ci;

b}  Lorsque lp victitne est un vessorliszant dudit Etat.

3. Tout Etat Partit prend dgalement les mesutes propres & établir sa com-
pelenee aux fins de connaitre des infractions susmentionnées lorsque
Tauteur présumé de Vinfraction est présent sur son termritoire er qu'it ne
Mexirede pas vers un aotre Fotur Partie su matif que {"infraction a éié com-
mise par I'un de ses ressortissants.

4. Le prégent Peolocole nfexclol Pexereice d apcune compétence pénale £n
application du droit internc,

Arttcle %

1. Les infractions viaées au pammgraphe 1 de Uartigle 3 som de plein droit
comprises dans loul traitd dextradition en vigneur entre les Etats Parties el
gont comprises dang ool raité d extradition qui sera conclu wlurieuremant
emiTe euM, conformément aux conditions dnoncées dans lesdits traitds,

2. %i wn Etat Parlic qui subordonne Dexeradition 4 Pexistence d*un craité
ext gaisi d'une demande d'extradition par un autre Elot Partie aves tequel i
n'est pas lié par un traigd dexraditon, il peut congidérer le prégem Proto-
cole comme constituant k2 baze juridigne de Vexteadition en ¢& gui concerns
legdites infrpetipps. L'extradition est subordonnde aux conditions prévoes
par le droit da 1"Ttat requis,
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3. Les Etals Patlies qui ne subordonnent pas extradition & exislence
d'un treité reconneissenl lesdilea infradtions comme coafs d'extradition cntre
aux dans les conditions prévues par le droit de I'Erat requis.

4, Enwe Etats Partics, lesdies infractions sont considérdes aux fins
dexiradilian conune avant &té comimises non sevlement ow lieau de lewr per-
pétration, mais aussi sur le territoire placd sous 2 juridiztion des Etats temus
d*établir leur compétence €n vertu de article 4.

5. Biune demande d’extradition cat présentée au motif d'uoe infraction vi-
gée au paragraphe 1 de article 3, et 2i PEtat requis n'extrade paz ou ne veul
pas cxtrader, & mison de le notionalite de "auwteur de |'infraction, est Etar
prend les meaures vouluss pour saisiv ses autorités compétentes aux fins de
pourauiles.

Articks &

1. Les Etats Partics s'accardent I'entraide la plus largs possible pour toute
enquéte, procédure pénale cu procédure d’extradition relative aux infractions
vigtcs ay paragraphe 1 de Particle 3, ¥ epmpris pour 'obtention des é14-
ments de preuve dont ils disposent el gui sont néeessaires aux fing de la pro-
cédure.

2. Leg Crats Parties 2 zcquittent de leurs obligations en vertu du paragra-
phe 1 duo présent article en conformild avee ool raité ob accurd d'entraide
judiciaire qui peat #xisber entté cux. En "absence dan el traitd ou aceord,
les Etatz Parties s’accordenc ceorte emraide conformément & leur drodt Interne,

Article T

Sous piscrve dos dispositions de lewr drait interne, les Erats Parties :

a)  Prannenl des mesutes approprides pout pertneitrg la seisie ot ja
confiscation, selan gue de besoin :

iy  Dwia biens tals gue documents, avoirs et autres woyens motériels
utilisés pour commetore les infractions vieées dans le présent Protocole
ou en faciliter la commission;

it} Du produir de ces infractions;

by Donnent effet auy demandes de saisie oo deo copfiscetion des hiens
mu produits vises & Falinga 1) du paragraphe ab émanant d'un antre Etat Tar-
(118

¢}  Prennent des mesures en vue de fermer provisoicement oo définiti-
vernent les locaux utilisés pour commetire lesdites infractions,
Article B

1, Les Etzis Parlics adoplent & tows les stades de la procédure pénale les
miesares nicessaires pour protéger les droits el Jos intérEa des enfinls victi-
mes des praligues proscriles par fe présent Protocole, en panticulicr :

]
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a) En reconnaissant la vulnérabilied des enfants vieritmes el en adap-
tant les progddures de maniére & 1enic goanpte de leurs hesping particuliers.
nolemmenl en lanl que Wmains;

D) Entcnant les enfaats victimes infarmes de leurs dipits, de leur rdle
ainsi ue de la porie, do calendrier el du déreolement de la procédure, et de
la décision rendus dans lour alinite;

¢] En permeftane qua les vues, les besaing ou les préaccupations des
cinfapts victimer soiont prégentds ot gxaminés an cours de la procédurg lorg-
gue leors imldrély pesannels sont en jeu, Cune muniers conforme qux reéples
de procédure du droit inkorne;

d} En fourntzsant des =erviees 4 appui appropriéa aux enfants victimes
a taus les stades de 1w procedure judiciaire;

&)  En protdgeant, ="i1 ¥ a b, 18 vie povée of 'ideatité des enfants
wictimes et an prenant des mesures confrmes au dyals ietorme pour prévenie
la diffusion de towte infarmotion podvant conduiice & 2ue identilication;

fi  Ln veillant, ¢ cas échéart, & ve que lee enfonls vicvimes, ainsi gue
leur fammulle el les temowns 3 charge, sownt O oben de Patimidation el des
reprégailles;

¥l En évitinl ool aelacd ioedu dans e proncencé do jupement el
"exécution dez ordonoanesa ou des déeisians aceordant une indemnization
aux enfanls viclirnes.

2. Les Etats Patics veillent & o quiune inecititads quant & 'Agze écl de la
victime n'empéche pas  'ouverlure d'enguétes  pénales, notamment
d'enquétes visant & déterminer cet dge.

3. Les Ftats Pacties veillent & ce que, dans I moniere dont le syseome de
justice pénale traive les entfonts victimes des infroctions décrites dans le pre-
sent Frotocols, " intérét supéricur de §enfant soit 13 considération premiers,

4. Les Ftats Parties prennent des mesures pour dispenser ene formation
apprapride, vn parliculier dions les domeines juridique of peychedopigoe, aox
personnes cul sTocoupent dos vietimes des inftactions visdes dans le préseng
Frowcnle.

500 Bhly alizy, lex Fraty Parties font le nécessairs pour parantic la séeariu
gt lintdarité des personnes et'on des omanistes de pedvenrion et'on de firo-
tection ot de réadaplation des victimes de telles infractions,

6. Aucune des dispositions du présent article ne porte attzinte au droit de
I"agcusd 4 un procés dquitahle of impartial ou n'cst iccompatible avee ce
droil.

Article 9

1. Le: Eixts Pavica adoptent ou renforcont, appliquent e diflosent des
Iois, mesures administratives, polifiques ef propratimes soclauws pour préve-

2012, No.149
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fibr les inftacticns visées dans le présent Protocole. Une atteation speciale ost
pccordde 4 la protection des enfants particulidrement exposds 4 de iglies pra-
tiques.

2. Par l'information 4 I'aide de tous les moyens appropriés, I"éduration et
iz Tornation, tes Etals Farties sensibilisent J¢ grand pubtie, ¥ compris lee en-
fanim, auyx mesures propres @ prévenic les pratiques proscrites par le présent
FProtocole et aux effets ndfastes de ces dernisgres. Pour g acquitier de leurs
obligations en vertu du présent article, les Elats Partics encouragent 1a perti-
cipation de ta collectivité et, e particulier, des enfants £f des enfants viedis
mey, & cos progranmes dMinformation, d*éducation ot de formation, ¥ com-
Pris au mivcau intemational.

3. Les BEws DMacties pretnent 1oules les mesures makériellement possibles
pour BssURCT bouke |t asaistance appropriée suk victines des infractions visées
dans le présent Protocole, notamment leur pleine réinsertion sociale, et leur
plein rétablisacment physique ot psychologique.

4. Tles Biats Partios veillent 4 ce que tous les enfants victimes des infrac-
tions décrites dans le présent Protocole aient acces 4 des procédures leur
permeitant, sans disgrimination, de réclamer réparatlon du préjudies subd aux

. personnes juridiquement responsables.

5. Les Etats Parties prennent des mesures approprides pour interdire effi-
cacement b praduction et e diffusion de matéricla qui font la publicitd dea
pratiques proscrites dans le présent Protocale.

Article 11

I, Les Elaw Parties preonenat outey los mesures ndoepsaires pour renforcer
Ia coopération intemationale par des aceords multitatéravs, régicnaw el bi-
latéraux ayaut pour objet de prévenir, idenditier, pourauivre et punir les res-
ponsabries d actes liés 4 la vente d'enfants, & la proatitution dee enfants, 4 1a
porpographie ef oo fourisme pfdophiles, ainsi que d’enquiter sur de tels ae-
tes. Les Etats Partics favorisent €ealement la coopiration el la cootdinalion
intzrnationales entrc lowre autarités, los organisations nomn gouvernemeniales
nalicoakes el inlernalivnales e les organisalians internalionales.

2. Las Ltats Parties encourapgent la coopération infernationale pour aider &
la réadaplation physigue #f psychologique des enfants victimes, & lewr véin-
sertion sociale et & leur rapeiriement.

5. Les Fiats Partics s'sltachent & renforeer 12 coopération internationale
pour ¢liminer les principavs facieurs, notamment ia pauvreié et le gous-
développement, qui rendent les enfamis vulneérables 4 la venle, & la progtiru-
Iion, 318 porhegraphle el au tourisme pédophiles.

4, Les Frats Parties qui sont en mesure de le faire fowrnissent une aide fie
manciére, technique oo aotre dans le codre des programimes existants, multi-
latérany, régionaws, bilatérauy ou autres.
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Artlele 11

Aucune des dispositions du présent Frotocole ne porte atlsinls aux dis-
poatiions plus propices & la réalisation des droits de Penfant qui pewvemt -
guter

&) Dans la [égislation d"un Etat Partic;

by Dans ls droit international ¢n vigueur pour cet Etat,

Axticle 12

1. Chaque Etat DPartic présents, dans los doux ans 4 compter de Pentréc en
vigueur du présent Protocole d son dgard, un mpporl su Comite des droits de
I"enfant contenant des renseigrements détaillés sur loy mesures qu'll & prises
pour donner effet aux dispogitions du Protocole,

2. Aprés la préscnlation de son mppori détaillé, chague Etal Pamie inetu
dans les rapports qu'il présente su Comité des drojts de 1'enfant, conforme.
ment & I"article 44 de ln Convention, tous aouvedux renceignements concer-
nant application du présent Frotosele, Les aures Emts Parties au Proioeole
préasntend un m@ppor tows les cing ans,

3. Le Comiré des droits de I"enfam peut demander aux Fiare Parties un
complément 4" information goneernant *application du présent Prowoeple,

Article 13

. Le présent Protocole ext ouvert 3 by signamee de toui B qui ost Paric
i la Convention o qui e sionés,

2. Le prézent Protocole est soumis & e ratification el est elvert 4
I'adhdsion de tout Etal qui cat Partie 4 In Convention ou gui I'a sipnée, Les
instruments de ralificalion au d'adhesion secont déposds auprés du Secrélaire
pénéral de I"Crganisation des MNatkons Unies,

Article 14

. Le present Peotocole enteera eh vigueur trals mois apris la dale du depal
du dixiéme instrument do ratification oy d adheésion,

2. Pour chacun des Flats qui ratifieront Ye présent Protocole ou y adhdre-
voot apres sol eninde en viguear, ke Protocole entrera en vigueur wn mais
apréz la date du dépdt per cel Ewt de son instrument de ratification ou
d*adhgsion.

Article 15

1. Touwt Etat Partie peul, & tout moment, dénoneer le présent Protocole par
notification derite pdressde gy Secrdtatve pénéral de I"Creganization des Na-
tions Unies, qui en informe les sotrea Etats Parties 4 la Convention e tous
fes Erats qui I"ont signée. 18 dénonciation prend effet un an aprés la date a
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laquelle la notification a été regue pur le Secréire général de 1'Organisation
dcs Mations Tnies.

2. Ladénonciation ne dégage pas I'Etat Partic qui cn est I'ameur des obli-
EOtiona que ni impose Iz Protocole ou regerd de (cute infTaction survenue
avart la dale 3 laguelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle
n'enirave en eucune mamére |2 poorsdite de Pexamen de toul2 questinn dont
le Comité scrait déja saisi avant ceite date.

Artlcle 16

. Tout Liat Partic peut proposer ut amendemett €l en déposer le lexie au-
prés du Secrétairs général de 1'Orpanisation des Wations Unies. Celui-ci
communique alors la proposition d'amendement sux Erats Parties, en lowr
demandant de lui Eaire savoir 5'ils sont favorebles & la convocation d'une
conférence des Eiote Parties et vue de I'evamen de la proposition et d2
misg aux voix. 51, dans les quatre mois qui suivent la date de cetie commu-
nicalion, un LeTs Av meins des Btats Patties se prohoneent en faveur d¢ la
convocation d'une telle confércnca, le Scorétaire général convoque la confé-
rence Bous les auspices de 'Orpanization des Nations Unies. Tout amende-
ment adopeé par la majorité des Etats Farties présents of votans 4 la confé-
Tence est soumis & PAssemblde génfrale pour approbation.

2. Tout amendement adopté conformérnent aux dispositions du paragras
phe 1 du présent article estre en viguour lorsgu'il a &4 approuvé par
I*Assemhlée générale des Nations Unies et accepié par une majorité des
deux tiers des Etats Parties.

3. Larsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les
Euats Partics qui 'ont aceepts, los aitres Etats Parties demeutant lids par les
dispositions du préscnt Protocole ef par 1ouz amendements antéricurs actcp-
e par s

Article 17

1. Lg predacnt Procgecde, doat ez texegs anglais, arabe, chinois, espagogl,
frangais ¢ russc font cgalemcnt foi, sera déposd awx erchives de
i"Owganization des Mations Unles.

2. Le Becréwaire géndral de I'Organisation des MNations Unies transmetin
unc cepic certifiéc conforme du présent Protocole 4 tous les Etats Parties 4 |a
Conventian gl @ tons les Etats qui Lot sighde.
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OAKYTLTATHBHBLA LIFOTORO] K KOHRERITRI O ITPABAX PEREHKA,
KACAKMHANCA TOPTDOBIH %[‘.TLMH, FETCEKOH NPOCTHTYI[HA H
AETCKOH HOPHOTPAGHH

OprarAzaunf Ofreguueanny Haoui
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DAKYIRTATHRALIA NPOTOKO] K KOHEEHUHH O IIPABAX PEEEHEKA,
KACAKIINHCA TOPT'OBNH JETEMH, JETCKOHR TPOCTHT YEHHH 1
JETCEOH MIOPHOT PATHH

focydapemeg — ywacmneky wacmesmeze fpamacora,

CYERIR, 9TO ARA CONERCTEAN LOCTHAREHH W Heneh Kodeediwd o NPABRAX HEA KX
OCYMECTAENCHHK €€ nonowEcHul, o ocobexnocTs cratel 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 » 34, Guno
O uenecoobpasko npuiaTe BOIEE WHPOEHA XaPALTCR TCM MEPEM, KOTOPRIE JOUTEHN
BEHIRMATL THEYLAPC TR Y IACTHHRA B LECIAN 0CCmeucn ua FApat tuil samun T pebanka o1
TIPAKTHRH TOProRTE OCTRMH, SETCROR NPOCTHTYIHA H JeTokoH naprorpatdd,

ciumes moEce, <Tq B KouEcHUMH 0 npasdx pelcH KR NpWINECTER ADARG PoOcARa HA
R TY OF IRIHOMHYESERH SXCTLIYATELNH W 0T BRITONHE iy mobol padoTe, EOTApas MoNeT
MPeSCTARAATE GOACHOCTE QMY ST0 STOPOSLE KA COYHHTE TPEGATCTEHEM B TONYYEH HH Hid
obpavoranies, AHHo HAEGCHTE YMeph ero anopoBe1n H BEIHUSCKSM Y, YO TBEHLOMY o
A¥ROBICMY, UDADCTREHHOMY H GONABRLHOMY PATEHTHIO,

Aprdpny Rpadng oECHORGENLINY SHAMHTANRHEIMH H PACTY TN MHY MACTOTACAMH
MERLYHATWTANE KNETRARAHTRDH NCPEROTKH NETER ATA nenell TORMETH JeTEWH, TeTeRod
NPOCTHTYOHE o Aetckoll nopuorpatdims,

vy 2epiory ofecnoroen Hblsid IEPOKD ACApOcTRanennolt ¥ npogonserimed cn
nparHetR Gewc-TypHINMG, oeobeTo 0DACITOR AN JeTel, AOCKONLEY 0N HENOCDIEACTEENER
CTHMYNEPYET TOProRAT) IRTLRAH, IETCEY KF APOCTATYUHIG B ISTCKYH OO0PHArpad K,

HENINARAR, 9T0 PAT 0Cob0 ¥ESSAMEDS FPYNT Q2Tel, BXNHYa% MATORETHEX J8EGUER, I
Gunsluel ek aADEprasTCA PHCRY CEXCYANLIOH IKCMAYATALMK 1 910 40UIA MLIOTAETHIX
AEROUEE ADGACTER NECOPAIMEPHD BHCOKOH CPanM CoMEyY ARG MCIIYATHE Y EMIX TETSMH,

Gy pllecmowoenaal PacTy LWEH TocTYMICCTEID NSTCKROR Lopuucpadms 8
HuTepleTe B b pEMEAX JPYTEX PEIEHEAMOIHYCE TEXHONOTHE M CCEIIOACE HA
MewnyHaponnyn sondepesinne mo Gopsbe ¢ fetekof noprorpadeel » Werepnere (Hexa,
1999 rom), H 6 SACTHOCTH HA & PEMEHA S, TRHIMEONICE K KPHRAHATHIAGHN b BOEM MHpe
TpORIRLGACTRS, TACITDOICTIAHEEHR, IKCNODRTA, ICPCAAtH, HMODRTA, VHEITINICTIGTO XAl eilllA
AErcKei uapnarpadrHil H o peKilaxbl, A WONYCPE HBAKIUES BLAHUL SHATCHAE GOIEE rEcHarg
COTPYIHKYCCTER H NAPTHCDETRE MOHIY TPAREHTCARTEAMA H KELycTprel Hirmepneta,

FULMAR, TTO THEKEWIIWH TD'FIFCIBIIH ACTERMT, nmmﬁ :ITPEIGTH"I':,"[[H'H’ M J'IETCKOﬂ
NopHOCpadul SyneT coaeficTEOBRTE IIPHEATHE BeeoCE e MATHLICTD NOAXN0OTE, VoM TEIEAMHIETD
BEE GOOCOHE By WHUHE YTHM ARIENEIW QAETONH, BEXMONAN HENOGTRIOSHOE PRIRNTHE,
HELICTY, EDHOMENCCKRE ZHCNPOIDPLEH, HEPABHDNPABEYID COUNANBRD-3K0HOM HT8LEYED
CTRYRTYRY, HANWYRe HeGnarononyusny cexdefl, HHIEHR YPpoReHt ¢BpaansaHiy, s rpanus
MEMIY FOPONAMI Y CENbCRH MECTHOCTLED, THCEPHMANANRK Ko OpHIHARY Mo,
ﬁC'H.'I'E'HI:TE-TRE'H'Hl'IE I:'.I:KE}'BIIR}THI: OOREMEHHE IH.'?I'IEICJTI;IK, l]_'H.‘.\,liHb[I: RHMET Tl'IE.ﬂH'I'I:I'IDHHIJﬁ
TIPAKTHRE, Boopy WEAHEE KOG ITKTEL H KDNTRA0AENIY I TEDCROIEY TaTel,

CHEMTA, 9T0 IE CORDRAMSHHA NOTPCATCNLKSTD CNPOe HE TOPTOBIR: JETLMH,
AIETCKY HD NPRETHTYIHEE H AETCHY OOPHOTPARHI0 BenioawMn TPenRHEATE YCATHA [3
TMOBTEHHTD YHOEI4 HAPOPMADOBINHAOLTH o0IMECTEA, H Gy IYTH TaKEe YORMIETIHLIMY
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BARAOM FHASICHUM YEMEOINCENAA (MoDafLHNX NEPTHEPEHEX OTACIIEHAN MEEDY BLEMH
FUACTHAHAMH, 8 TAKKC YCHICHHR MPEARDATHHWCHHTINBHETE MO HE HANRDHANERDM ¥ POBHC,

ADUHHAER 60 SHUMARNE TONOHCHEN NEELY BEEMIHO-NPABIBELY AKTOS § 00macTH
IWHTL ABTER, BICIM0Gan Taareiy o MOHBEH IHEY & JAlMTe DeTell i COTPYOHAYECTAE |
ofinoeTn MEMIOCYEAPETBEHNOr YoHMLoRTEHA, IBAreKy 10 ROHBSHIWIG O FPakIaleKe-
NPABGRETY 3CTIERTAY ME Ty HAPGIHOTO IOXHIIEHAS ReTel, Taarcyyo JoReerlike &
KIPACNTKUHE, OpAMCHEMOM TIPARS, OITFHAHFH, APLIBOITPEMCHCHAR H COTPYOHENGCTRS R
BOMPOCAX DPOIKTEARCKOH DTBETCTRENHOCTH A MEDAX MO TAMATE BETti B KonpennHs
Mexaynapomuod opranvaaning Tpym: Mo 1L 0 aanpemenus B AEMELIENHER MEPRK [0
HCKOPCHCHAK HABXYIILEX $OPM ZSTCEOIT TPy,

Bdhrir 60PCHRMSER ERFENE TIDBCEMETTH0H Do e kol KonpesHURY O npsesx
priients, CanisteibErBY ILER O IWHPOHYE LPHESEsEHHOCTH (Y TOOIPEHHA 1 31l ral
npat pebemrx,

AP GTIA BRHOS ITAYEHES OCYIMECTEBIEHES nonoxenni ﬂparpanum nefcTeRil no
OpeQynpowleHHE TORMOBNH JCTLMHA, neTcrnl ATHCTHTY IHH K NETeROR I'IDPHDF]'J1¢HH H
fexrapauyy ¥ TIneka neherend, IpRHATSX HA COUTOARIUSMEE & 27-31 anrycta 1396 roxy
BeCcHUPHOM ROHCPCCSC NBOTHE CCREYANBHOA PHCONYATAINA JETCH B 100M METEC KRX CARX, B
TAR T ,JIF}THI ptl‘.lItHHﬁ' H PEKDME:H’,I[EI.IIH“: i ] B-TDM:.-' BD]IFIZ‘I-L‘}' COOTHETCTEY ML X
MEXMIVIAPOIHEIX ORCATION,

doumrney oBpaIear Purmatauy BETRHGE THA9EHAS TPARHLHR B Ky IRTY pHEIX
LHUAROETeH] EAMIGUG HANORR 08 SHLATE B AP oHHMn D pasERThA podoHKa,

DAPAEIPUTHCE O HHKECCNCEY KM,
Cratea !

ToCYAAPCTA-YUACTIIMEHE 140 [EIAKT TOPMORAK: TETLMH, JETCRYI0 IPOCTHTYIHIO |
FETCKYIO TOPHOTPAQNI0, KR 3T0 OPSLYCMOTPSHO HaoToORNIMM TIpoToncom,

Crateg 2
Jina peneid pactomnoers [paTogoma;

a) TOPTORRA JETLMH 0ANEYALT NIDGCH SKT HIH CASNKY. NOCPETICTROM KOTODEDK
pedeHak nepenaeTeR NEoOEM EALOM EXH MO0 TPy Imrod ARm ApyromMy THIY HAW Fpyrnse
JIME 33 BOTHATPAEASH e HIK Thoe HHDE BOIMEWSTIHE,

) JeTCKAA pOCTHTY UMA O3TEYHET KCMOELIPRATHE ]JEEEFKE B AEATENRHOCTH
FEHCYANBHOTD XADAETEDYE 33 BAVIHATPAEASHHE HIH JII:'LIE!."]G HH}'E‘.’} I]mpH}' BOAMELEHHA

el LETCKAA TOPRATPAMHA VIHENAET Tuohoe wiolpamksH i kiKW Gt T Wa Suan
CPeICTIEMH p-eﬁf.‘ilkﬂ COBEREAKBERD peINElBE BIE CMD.IIE:.IIIWBH.IIHHE OTK[BENED
COKLYRNRHME NEACTRIA, 1TITH mfos HSDﬁpﬂthl!ﬁ NQTRREMY GpTaHOB PW'EHKB FNBEHEIM
o0pasoM B CELCYATRHRY IEINX.
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Craten 3

1. Kawaoe rocyfapcTEG=YYACTHIEK 05SCTIEYHBIET, YTHEE, KAK MHHUMYM, TSIy K MHE
JEANEA H BHOM DeSTENERGCTH SHNE B 0omHCT Mepe oXBATCHH Mo KPHMUIANEHLN WA
FIOMOBHEIM MPAROM, HE3RENCH MG & TOTG, DN 54 3TH NPECTYIACHYR SORCLMIENL (A
MANROHANEILONM 1M TRATCHAMPAATLVACN YPOGHE AMK B BHORRRAYATLEOM HIW
CPIAHNIORATHOM TIORALKE:

a} B KOHTCRSTE TOPIORAA JIETEMY, UT proshdcmOf B CTaTE 2

il MPEAANATHYE, MEPEATTS I NOJYHSHHE FAENME Ob0 TO HH GRIND CPEICTRAME
peficHER © IEAB;

a CENCYANLHOH JECINYATAUREN pedenia;
b. UspERAu OPriton peOsrke S0 DOIELIPAENEN He;
o MY MUIEMRIH LR PEGeHER B RPAH YN TEARHRY puiioTas;

1 HEOPAEOHMEPHOE CHAOHEHRE, B XAaYSSTRe 1OCPrikMecTBa, K SOMMACHID Ha
¥YCHMHOBICHHS PUCHKA B HAPYLICHHKE NDHMEHNM BIX MEAIYHAPOIRO- NPAB0REN
NKTCE, RACHIOLHALR YCHHEOBISHEA]

b LUPEOn0REEHE, NOAYYele, TIRPEUANA B LPEADCruEnsune pedamke Jum uenei
JeTCKOH DPOCTHTYLRM, OMPCACTACkGE B eTaTee £

<) APUHIBOAC TR, PACAPSISICHIE, PRSNPOCTPAHC RIS, HKILIDPT, 2HCO9PT,
OPCANCECHNE, NPOAAL HiAH XPUHEHHE B BE TEY MOMAHYTEIX USKAX AeTckol MopHOTDRDHA,
oapeaeyesod & oraree 2.

2. C yuETOM MOROESIHE HADHDHLIBHOND JKDRGLUTE ALCTEN MOCYAAPCTAL-YHACTHH KL
AHEANOCHYIHRIE DOMDHEHNR TPHMCHRIOTCE B FTHOLEICHHHE ITOERY ICHHA HA COBEDNITEEEE TEODOre
B3 ITHX WEAnAl, A Tacme NoCo0HHYNECTB Mk COY9acT Y B COMEPIUEIHA AH0ID HY 3THY
mcaunil.

3 Kamnoe rocy aparen-yHacTENE GPENYCMATPHASET HARTEMATING MCPE HARA3AEHA IR
BTH IIPECTYILNTHRA, HOXOW HE ST ErE HE THHESTH,

4. i YYETOM NIONOREHHE CROCTO HATUARANRANN WAKIHOTATETROTRA KRB M08
rocyRapCTRO-Y YacTHERY B COCTRETCTBY IOMIHNY CNYHARK TIPHITHMWACT MERR Mo YSTAHABMEHNEY
DTRETCTREHHOCTH IPHIHYSUH HX OWH 33 IOSCTYNTEH R, NPSTYCHOTRERHBE A TYHRTS |
nactoamel cratin. © FUECTOM MPABOELN IPHALKICOE TOCYTAPCTHA-YIACTHIKA 3Ta
OTBETSTRCHREOLTE IOPHNMICCHIN MHI MOKET SHMTE YTORDBHRCH, TRARTAHCKOR Bk
SAMHHHCTPATHEHDH.

5 PDE}'JTRPE-TBH-}"ME-THWKH MUAHAMAET RO FALTCHANINE NPAEORKT H

AIMHTHC TPATHOIRE ME Pl B BERAK oBCLTeeEAT TN, TY0S W BOS ST, MMekdilss
OTHOTUCHAS K YCHADBICIHID PE:ECCH’ICEI., AcHCTRGBANT B COOTACTCTRNH C MOIOFCHHAKH
TIMMEHHMEY MOEIYHAPQARG-IRABORETS AKTOR,
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Crataa 4

1. Kamzot rocymapeTso-FURCTHHK IDHHEHMAET TAKHC MEPL, KOTOPSIE MOTYT 0XKATATLER
HeobKon M MK, KK YCTAROETEHHE cBOEH DPECIOKUEH B OTHOOEHEN NPECTY NNgHW,
YHAFAHHANY B HYHETE 1 ¢TaTREM 3, B TCX CAYYEAX, HOTN2 TEKHE MPCCTYIITEHRE COBEDITARITCT
113 Erd TERPHTOPHA HAH T8 GopTy MOpSKOre MITH DOIFINTIOND ¢yIHE, JaperHoTpHpOEaHI I
B TOM MCYIADLTER.

2. Ea#noe rocynaptTec-yuacTHHE MOFCT IPEHEMETE TAKHC MEPL, KOTOREIS MOrYT
OKA3ATHCH HEGCAOMMMEIME, S8 FETAROBIGHIS Caoel IPHCIHKLNH B OTEOEH#Y
TPSCTYLNCHAY, ¥KBIAHHMA B YRELS 1 SraTeR 3, B CAGMYE N A SAYHasy;

a) KoL DG NpCALIQNErAEMHH NPCCTYIHHK AENRETER [PYACIBH HHOM 3T0rT
POCYOAPCTRE HAR LAKDM, ME T DRE SHATD T0K KERY HA HITIROrG BAXOJWTCE HaL &1
TEPPETODHE;

b} ROrEA XCOTEL RANACTER rPECChamyaon Fvard ioeylipcTea.

3. Kawoor TOCYORPCTEO-YHACTHAE TANAE DPHANMATT TRKHE MEPEL, KOTOPRIC MOIYT
OEAYATECE HEOSXNOONMEMH, M1 FCTAHUMREHHR CROSR KDRCINEL AN L OTHOUWIEHUN

BHIICY TOMAHY THIX OPECTYANENEN, KOraa DpeANOIATACH LTH NPECTYITHHE HEXOIHTCA HA erc
TGFPHTDPHH B OHMO HE BEIOZET €10 HITH & AF}'I‘QMJ" T‘DB}’J]HPGTB}’-}I’“DBTHHK}" HA TOM
OCHOBAHHKA, UTO MOy [OiEhie ﬁh‘[rlﬁ COREDECE oy Gl HY &l Fpatk)iab .

4, Hacroaumk [[poTnean Ae AerAmiact niody o YronoaHYRr KM CAAKIH D,
OCY MECTRAGEMYD B CONTRETETBUY & BN THUIOCYLAPCTRONLLIM LPADCH.

CrarLa 5§

l. [pecTYME A, YELYAN WS B IYHETE | CTRTEH 3, CUWTAINTEA NOANSKAITHMI
PEJIOUCHHEIO B KAMSCTEE OPECTYNIsHU, BACKYWAX BEOAYY, B M0oDofk QOToBDp ¢ EMaaNE,
CYUSCTaY IOHE Memay TOCYNApCYBam H-Y TICTHAKEMH, A TAKEE REMKTAOTCA B KATECTHRS
NPECTYRICHAH, BTEXY IHY BELOAYY, B THG0H Toropop o BELAAUEe, JAKTHWIAC MLIE MCHIY HHMH
EMOLMEACTIHH, B COOTRETCTEHY ¢ PEnaBUAMH, YETALUOBISIIHEIMA B STHX A4T0B0pAN.

X Ecnd rogyaapeTeo-y acTH K, Romopoe ofycroBimBAET BRIANY HATHYHEM HOMORONA,
RETY AT NPOCHSY £ BEILAES OT JPYTOro rocYIapCTea-YHACTHHKR, © KEOTOIRIM OHO HE HMEET
AOTOBDPR O PHEJRAE, OHO MOMET paccMaTpueaTy vacTorunl Tlpotoken & oToomensn Taknx
npectyionetsl & £E4ECTEE OPRBCECTD UCHOBBAKS hnd Fuldadi. Duaaya ooy wectpNAETCA B
COOTHETCTEEM C YCIOBHAMH, NPESYCMOTPEEHEMH I3K0HONATEMBETROM TOCYRAPCTES, K
roTopoMy obpamens npockha O Buinaue.

1 ToCcynaps iRa-Y 4 ACTHHEN, e oSVCNOBNEELMWAT BHIAY HATHUREM BOTOBOPA,
PACCMIATPHEAMIT B DTHQINCHHAY MEERY cofiof TAHKRE NPECTYNANCHAA B KiYCCTES
TpecTYINeHEs, Blexy iy BLAIYY, b COMTRETCTHHE ¢ YETOBHANH, NNeNy ChoTPETHEIMY
TAKOHOLATCILCTEOM MOCYIAPCTEE, K KoTopoMy obipamena mpacsda 0 Bruiave,
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é, TAKHC TMPECYY ACHAR JAFA LEACH SRAMH MKy FOCYRARCTESMH-Y YAETHHEAMA
[RCCMATPHBAMTER, EaW 20T Br1 ona GranR EOBCPMUCHEL HE TOALXD B MCCTE WX CORERINEHNN,
HO TAEWELC H HA TE-'P‘PHT‘JPHE I.'DE-‘}"REFETE, KoOTOPEHC DG.ISE.'HH }fmllﬂ-ﬂ-ﬂ'l’h CHOH Iﬂpﬂ:ﬂ“ﬂm
¥ COQTBEESTCTREH Co cTaTkel 4,

3. Ecrn npecefia 0 BEASYE NOCTYNAST B CBATH £ ONMHM M3 MPEcTYONeHH, yEaanumMy b
NYRXTE 1 STATER 3, H SCHH TOCYRAPSTRO-YUBCTHHE, K KOTOpoMY 05paILcEa Takad opochba,
HE BEIEAET MK 7€ GYJET BRIABNTE NPeCcTYIEMK L3 OCII0BANAY £I0 TRAW AIHCTRA, ¥T0
rOCyOLpeTRO IIPNHMMEST HALNCRRITHE MERE! ARA FEPSAATH TENA CBORM KOMITZT2RTHEIM
opragad & Denas poaby RICHHT ¥ MAGEHA N TPECCACIOBARHA,

CyaTha &

b TocynApeTAR-YMACTHHEH OKAIWEBAINT OOYT APYIY SIAKSHMANLHYE I0MOLE B SR ©
PACCACLOBAHHARE KIEH YTONOEHMN NPCCASIOPARREM HIH IPOLCEYPEME BHESUH, HAMATMIMH
B OTHOWSE Y TpecTy AneHHT, Yrazanilltx B DYHKTe | CTATER 3, BRKUAL OKAMIH S
CcOefiCTSNA B TIONYIeHAE HHMEIUTXCH ¥ HIX I0KETATENECTE, Feobioanyux ana

OEY DR GTRATSHAA YIONMHAHYTHY NRCUESCYANBHMY Dehe TRHA.

2. Tocypapomia- y yaCTHY K sHnornant caon obazaréneeTes oo nyery | mactomineh
CTATEH, PYKDBOLCTEYHCE AIDG MK ACTOBROPEMH HNE JPYTHMH NrompEHESCTING O
BAEHMHOR npAloutH TosOWEA, O TepEE MOTY T Sy UlEcTEObATE Moy Hibk. B oTcyroteme
TEKHX AOroROpOE KTH 0o/ DRGPeHiotTel FoCy fAONCTEA-Y S ACTHMKH OKA3HBATDT APYT BPYTY
MO0k B COOTBETCTEAM © HX BH}"‘!’PHT‘DE}',IIE]]C’I’BEHHHM hpanoa.

Crarean 7

FocyNapCTRG-YYACTIHKH B COOTHETETEMH € NOIYHEHHAMHE HX HAHOHARBHAOTO
FAKDHOATENEC TRAS

aj B COOTBSTCTEY LN CAYYARK NPHIHKNAKT MEPH, 0BSCTeTHRAICLE HFIATHE B
¥OH{Y CERLEKY

ih] HMVINECTRE, TEKHN, TAR METE[HANK, CRCACTED H npyToe abopyaoranwe,
HERONLEIVEMOE MNA COBSPUIEAHE HILH CogeficTRES COBEPUIERNID
NPECTYILTEHMH, OPSAYCAMOTPEH HBK HECTOREM TIpoToR0oN;

ii) AOXOAOD, AGNYYERHEN B PEIYILTATE COBEPITEHHA TAKHK NPeCcTYNNCHHME,

b} DHRORHAKT Tpockbbl APYTOr0 TOCYIAPCTRE-YURCTIHKL 08 MYLCTHH KK
KOHDHCHAIIMH HMYILSCTES HI AOKGNDE, YEATEHHEY B ounyaxTe (a)il;

LY TIPHHHMAEYT MEPH, RANPRIFHERE HA JAKPHTHE HA BpeMennol win
TMOCTONHHOA DCHOBE MOMEEHNHE, HEIUIEAYEMLL Ang COBEPHIEHNN TERAK NPECTY NACHEH,
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Craram 8

1. locynapoTEA-y MAGTHANH NDUHHMAKT HAANCHALLIME MCDH IR THIATH TIPAE K
wtepacon TeTell - MepTE NPAETREN, 3anpemaemMoll HacToaumud [IPOTORDN0M, HA ke
CTARHAN ¥TOSOEMOTO CYI0NPONIEOACTEA, B TaCTHOCTH. Ty TEs:

&) NHIHAEHA YRIBEMOCTH JeTeH-%ERTR ¥ BIANTALHH DPOTSAYP JATA TPHIHAH HA
HX OODEE norpeldderell, B TaM whene ux oeoliiay otpefnoetell o wavec e conagteneh;

b} HAQOPMARIBANIHA JoTeff~EepTE 00 HX DpAEax, HX PONA H ¢ COOCPEAEHE,
CPOKAX H XONC CYOIOTNOMIBDACTRA U O DEUICAMT N WX ICNaM,

) ofecnaaEd T, WPoln miedka, MOTpedEacTE B Tpodncm ferekh-KepTh
MPEUCTARNANECT M PACCHATPHELTHCE B XOME CYOOTIPONIBIACTAE B COOTEETCTIHY ¢
MPOTECEYANRHRMN HOPMEMA B IWIHANRHOD 32 EOHOIATENECTED B TEX Chiyasx, KEra
AATPArABAIOTCA HX IMYHBIE HHTEPECH,

d} NP2 NGLTRRNEHNA OETAM =— HEQTRAM YLAYT NP OKETAHEH HaAmesamet
AOLACTGERH HA BOCK CTATHRX CYROTPORTEDOCTES,

] JALTHTET B HALNEMAIIHX CAYTAEX SACTHOH WHIHH K THIHOCTY JeTe-sepTh H
MPHHETHE B COOTEBETCTRHA € HANAONANLARM JaRGHOORTENECTEOM WS, © LENRH HIBCHATE
HEAENATSML-HOTD PACTIROCTRAHCHHA HH@FDPH&I[HH, FEOTD[FEA Warea (G1¥] LHBZCTH |
}IC'I'BIIOB."IA‘,EHH} JHTHCSTH .Etcl'tﬁ—'mﬂpTB;.

ﬂ ofGeCcIeysHNA B BALTCREAWNX <MY IaAX JAMAETEl AeTeH-HCPTE, 3 TAE#HS HX
ceMeH B BEICTY MAEIHY OT WX Hedd CRHASTEReR, OT JAMYTHEAHMA H IPHMEHEHNN MED
BOIMEIIHE;

2l NETOMYETHA YPETMEPEERI 1AT8KEK C BEIHECEANCM PCIIEHMA 110 D8TaM K
HCNOTHERH M PMHQPI*CHHI_I M ﬂDmHﬂHﬂEHHﬁ, 5] |[FE:,HDL"['9.B.']EH HH ROMAEHEAH K aETHM-

BEPTRIM,

2. ToocysapoTed-y AacTINEH ¢OSCLedHBA10T, YTo0E NAREYEE COMUSNER b OTHOLENAY
NOLTHIHAIT ROGHZATE WEFTERE HE HEnsTeThoBals Fagary YHUIGaHONG PaseRandadH i,
ERMIONAA PRECCNSIOBATHE ¢ DENEID ¥OTAUCATSERE BOTPAcTd MeRTE,

3. TOCYyNApCTEA-YIACTHH KR 00CCIICYHMBANGT, MTHOE B CHCTEMS ¥ CORGERHOID
CYZONPONIBONACTRL P OSPRILSNEY © ICTEWE, HOTOPRIS AulmoTed Refrisann npeoty nnelul,
npeaych 0TiHEHHRY HACTHATIHM [IpoToro a0, NEpEOTSPEnee BEHMAHNE YIERANOCh
coBNIONeR K BEIWNY EIEX HHTCPCCOE pebeEKa.

4 FocymapeTha-YYACTHEFE TPWHEMAT MepH ANA oS CreMeHUs ranneEam s
NOATQTREKH, B HACTHQCTH WPHAHYECKOR B OCHXOIOrHYCCKOH, 4a8 MHl, pu.ﬁﬂrnrnj.qux ]
UETEMH — WEPTEAMH NPECTY AL JEAHEN, IANPSMEHHED D {OCTRETITINK © NACTORMM
Nporoconam,

5, 10CYDAPCTRA-Y S3CTHHRY B HAWICHADTHA SAYS3A% NPHHHEMARYE MEDE N0
ofeCNCUCHAK DCIONRACHOCTH # HEMPEKOCHOBCEHOCTH TCX JTHT AYMITH Opragriaunit,
FAHHBMAKHUIHACA [PEBEATREHUR Jearensko ooy AR 32HTOA B peabliiihladibeh deirth
TAKMX TIQECTYMEHMN.
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6. Huaro B HacTOAWEH CTATEE HE TOOKYCTCR KEK HAHOCKLUSS yIRpS A
MPOTHEOPECHAINEE NRARASN GOEMHACKMAIT HE COPOECANHBOE H GECUpHCTRACTROE CYACGHOE
pasdmpaTeneeTan,

CYRTHLE @

1 FocyqapcTha-yHacTHEKH DPEHAMAAT HIH YKGENASHOT, IPAMERRTOT K
MEHIATAH I HY 0T 3AK0HE]L, AMMHENCTHTHRAELE MCDEI, COTMANBHEBE E'.I'I]Ja'l‘cl‘lli-l H TIi[H TREAMMEL
C O2NEN TRENYORSIICHHA OpScTYIMEHA, YEAZARNEX B BacTOAM N 1IpoTorone. Ooofoe
BHHMAINAC }','.'I;E'.‘LHL'.'I‘CB FANIHTE .E[E'ﬂ:ﬁ, DWE-:}IHD }'ﬂ!BHMh[K E OTHOQMEHEH THRDA I'I]J.erﬂt.

2 TocysapeleasyuacTHHER COAsHETRY IOT NOBLUINETHIE SUBSUUMUIEHHDCTH W HLPOKBX
KpyTon oHlecTREENOCTH, akmoyaa netel, nyTen ofecneuenna HHGOPHHPOLEIHED &
HCNCALICEINWEN BCUX COOTBETCTIYIOWEY CPALeTE, APUCECUHEHRR § 00y SEHHA B OTHOWEYHH
NPERCHTHEHRY MED H BCAHKY UQETRACTENS e TYNNEHULL, ¥ KAHELIE & HAC TORILEH
TpoTorone, [IpY BLMCIHSNHA ChoWx O6AIXTENECTR N0 HASToAMe ]! CTATLe FoCyaapCTRE-
YUSETHHEN MODUPAWT ¥ YECTAE 0OUWCCTEA, M B ECTHOCTH NETER B OCTER-WERTE, B TAKHY
o PMaNHOII -G BRTATEMLC KNS B y2eGILIN 1porpaseaX, B ToM JHeNE iz
MEMTYHHPOIHOM YPOBME.

3 Totynapotsasy S2cTHHCH TPHEAMRKIT BEE BOIMOKNLELE MEDE! & gL Obstneuekia
0xa1AHHA Niehol nanaesael NoMeH HEPTAAM TARMX NDeCTy Wiy By, AT Hx

GOREYE COUMANLEYED PEENTEBAHI M HX GOARCE PHARMESS M NCHRON 1 Ye ko
BOCCTAHCGHIEHHALT.

4. TocyAancTaa- YUacTHREA 00ECTEWANDT, YT00El Bos IGTH — WEDTAM OpCCTYNNEHNIT,
FHAIAHHEX B HOCToRen TIporoRane, HMEAR JOCTYID £ URZUSMALLMM HPOUESTYPEM
NONYEeHUy OF Hecy LGHE KpH HYCEKy ) 0TBCTCTREHHY ETE NRL KoMOSZeanmy 18
opruK#cOHEl ymepS Ge1 kaxoit G To 1E EHIN0 THCKPHMHEILNN.

=% oy iapcT s ¥4acnliKN npauBbonTt ooneatd ke mepll, Adnpkeitinlble wa
vbcemEyeHnG OCACTECHROID JaliPCIITHNE NPOAZEDACTER H PREPOCTPRHCHR A MATCPRAIDD,
TPONArangnpyIoImER IpecTyYNIeHR, Y adaliHHWe b HacToAmweM [IporeKone.

Crarrd 10

1. l'OCYuapCrB0=¥ YRCTEH MK TPHANMA10T BCE HEMOXOTHMES MODEL 0 ¥ EDCTEACHII
WCHEAYHAPGAHOTD COTDYAHNYECTEA Y TEM SALAOICHNE MEDIOCTODOHHEY, PCTMOHAT REEXK A
IBY CYOPONHAR AOCAUOPREHHDCTEN B UETNy L pely UpERASHIR, Lrﬂuapyzﬁeunu, PALCHEMUBANKY,
¥rOMORHOMSG MPRCASMORIHHA B HAKAAEAHN T AW, AWHGRHBEX A COBRMIICHEN MRA HH“,
CRANBIHEX ¢ FOpTORIER NeTLMA, TETCKOR NPOCTRTYUMER, TeTckol nopuorpadmelt o
JETCRHM CEEC-TYRUIMOM, I DCYNAPETEY-YIACTHYKH COOLHCTEY HIT TREXE MEsIY RADOIHONY
COTPYUHEYMCCTEY W HDGPJIHHEE[HH TS O CEOHMH DF!'E.HE.M.H., HAINOHA BN k1M H
BEMAYITADCHEMY TEOPARETENLCTIEMHEMY ORIaHFIaUHAME H MEH 1Y HIPOIHEMH
OPTEHWIALMAMA,

S rocyqapcraa—}rqnc'rﬂ HEH COMERCTRY FHT PEIAHTHED MEXTY HAPDAHOMT COTRYAHHYECTRE,
HANPATNCHUOTD HE OKAIIHEHE NETHM -— WEPTREM TOMOIIH B HX [tI-IIS}I‘IGGKDM H
MEMXIAGFHTECKONM ROCCTRHORRERMK, COUMANLIOH PENHTETPALKY H DRI PHALKA.
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1 TocymapeTaz-yuacTHHER coneliCTEY 0T YRPEIEEHH It MOKIYHAPHIHOTD
COTPYAHMYSETRL B UCNAK YOTRENAHKA SUHOBHEK OPHYV, TUKHMK, KBY HATICTA ¥
HEZOCTATOMHUT PAIBHTRS, ¥CYTYORNNIOIOHK YA3ERMOCTE ACTCH KBX CBCKTOD TOPTORIH
BeThME, AETERON NPOEtHTYILNE, JETeR0 R NopHOrpadnn B ASTCHOR SEKE-TYHIMA.

4, [oCy aApCTRR-YIACTHEKE, FACTONATZMMNG S18 ITATG COOTBETCTRY IOWHMH
BOMMOWHOETIMH, OHOIRIBAKT 'PHEI AHCOBYHy, TEXEHYCCEY D AnH HPY FY ) OpMgE 5 pas Kax
CYECTEYICTIHY WHOCDCTORGHHEN, pefMOHGNEREY, UEVCTOPOLUHEY KIIH ORY¥THX TROTPEMM.

Crazea 11

Heuro e nactoamest MpoTorens He 3aTPerasacT CHEANRR NOADWEN Wi, KROTUPWE B
Gomeirs Mepe cnocoboTey 1OT GoyISCTANSHNIO TpAs pebEuKa H BOTOPLIE MOUYT
CONENNMATLLA:

B} B 3AROHOAATEILCTBE MY AR Tha-YOACTINHKD,

b E HOpMEX MEKIYHAPOTHGTS NPara, ACHCTEYHIITHY IN4 3T000 TOCYIEPCTRA
Craren 12

1. Kﬂ:lr,ll.ﬂl: rﬁ-l:rn_ﬂ'l’lﬂ':m-y'lﬁb‘l'ﬂhm B TCYCHELG Meyx TICT OGS BE-'"I'"-‘I[JIBHHH B f-'ll]'.l:f'
AanEore MPpoToHETA LS ST0I0 MecyRAPCTRE-Y Y30 THHYS, NISICTAEINET KOMHEETY N0 IpAEAM
PeOCRKR Q0XAA], CONCPERAILME BECOGROMIIINYI WHAIODMAEN I O MEPAX, MEWEATRX By &
UEANK DCYLICCTRITSINS NONoHeHNH DanHore [poTokans,

2, MNocae npemcTAaNCANA BeOUBEMIIOIIETD AOKAALA RERAOC [OCAAPCTRO-Y Y50 THHY
BURWEAET B 0K AGAW, NICHETARNNEMER W KOWHTETY 10 apasad pebeaka B CoOTHETCTRHHN
co crareefl 44 Konvenony, mofivio AONCAHATCRLH YK AHADRMAINHY, KBCa Iy HCA
ocymecrenenss Mporoxome Jpyrue rocypapeToe — yyacTARky [poTokana npefcTaRngog
MORRA0 KAAKGHES NATL JET,

ER KOMHTET Ne NPAEAM pedeilka MOMET 3ATMCETE ¥ O CYAAPCTR-Y9A¢TAEKOD
DONANHATENEHY 1 ARPOPMATIANY, KECHIYHCN O CF (1 CTHIBHHR hac Toamero Hperokana.

Cratea 13

1. HacroamuR TIpoTowsn 0TKPHT ANE NOADACANEE MOGEIM MOCYAEPCIROM, HOTOPOE
AENFETEA YUACTHRKOM KOHpeHHEN HIHE NOATHCAND g2,

2 HacTosmu i Tlporopan Nognedidr parudieattn M OTEPET EIL NPHCOCARHELHA
MedoTe TOCYOAPCTEE, KITOPGE REANSTCA YSACTIEXOM KDHDERIHY HITH REANACOND ee,
ParnhHKALHOHHLIE TRAMOTE HIA A0KYMEHTH O TPHCOSAHACHAN CRREMICK HA XPaHeHH:
Fergpannaomy cexperapio Opranysains Obecusicsnaix Hamk,
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Cra'ea 14

k. Hacrosmuf Mpotoxon BeTYAGET B GHAY YEPEd TPE MECANA DOCTE CAANH HE XPAHCHHE
BERATCH PATAQAIRUAOEROH CPAMOTH KIN SOKYMEHTA O OPHCOSIRHEHEH .

2. Trs kenors rocynaperez, koropo: paTHEHUHPpyeT BacToaind Tlperokon
TMEHEREIHHYTCA K HEMY TIGCTE eI BCTYITIEHAR B CHRY, HACTOmnyl [IpoToKkon BeTynasy k
CHAY WCPCT OOAH MECAT TIOCAC CABMR Ha XPANEHRS 270 PETHMKAUNOEN0H IPAMOTR HIY
ADKYMEETE O NPHCOCARHEHHN,

Crarea 15

1. Mobiore TOCYMAPOTRO-YUACTIHKE MOWET AEHbUCUpobN s HacToanhl Tporaran o
MEGE BUESA NYTEM AACEMEHHOMG YBEAOMACHNE [EHLPAIbHOre COKPETARA LIprasdsamun
Chreinneniny Hanwh, koTopai 1aTes Bndopypyer of JToM APy rHE MOCyARpeThe —
Y4ACTHPNH KOHBRCHITMN 1 BT POCYIAPCTES, MIOANHCABLENT KoHBrHnRw, JeHoRcanma
BETYNAST B CHAY 4 HSTEUEHHE OOQHOO} DONE NoCEE NETH !ID.I'I}"-IEHIII TAKID }'“ﬂDHﬂEHHi
Tencpanbnpim cexkperapey Oprannzsusn Ofcornennms Hauni,

2, Takan neROHCALYES HEe OCcACBOREAAST TOCYIAPCTBO-YUACTHHY 0T om0 ofgzaTenscTe no
HECTOAEM Y TEPOTORCNY B OTHOIIEH WY SIS0 NP cTy RIEHHE, COBSHUIEH OIS g0 JATL
BCTYTUHEHYA BEHOHCAUNY B CUAy. Paunks ofpaiow TAKAR LENOHCALNS HK B ¥OCH MEpE KE
ApenATETRY LT Jancreflineny paccMoTpeiE nobors RoTpocd, EDTORKA YHEE HAXOINTCA Ha
PACCMOTPEANA KoMHTETa 10 JaTH BCTYITETHA AEN0HCANHE I CHIY.

Cramea 16

1. Thoboe rocyRApCTBO-YYACTIHE MORET ORSINCETE OCIPABKY H IPCRCTARATE oF
eyepaniuoMy cexpetapsd Opranmiinuy COBeHuenity Harul, TesepantEA cexpeTaps
FETEW APCTPCECHINGT TRCENOECKHY K IOAPABKY TOCY0APCTEAN -YHACTH UKEN ¢ apocnlol
¥WHIETE, BEICKAILIBAKOTCM T OfEd 33 CpaER EoRGepeH RN rocyapeTE-ySacTHNEDR £ NENED
PECCMOTICHHA ITHX NPCINOKCARR B IPOBCACHNA 10 KM FOIOCOBENRA, Ecl B Tesgnue
HETHLIME MECHLEE, HAYHIAR & BHTE TAKArg CUBGJJJ.#II'H.!., 11 Hpﬂ.ﬁllﬂﬁ HEPE OOHA TPETH
rocyNEPCTE-YUACTHHRDE BRCKARETCE 14 TAKYW xondepaamag, lenepamuuall cexpeTaps
COIMBACT ITY Kondepraunie noa *ruaold Opramciauun Obstanderius Haupnh, Jwdax
morpadke, MpANAras SonFWAKRCTECM ROey BAPYE-YY acTHHEDR, TiH Y TETEy WLl W
YUACTAYMIIME A HVIOCORAHIY RA 3T0H HOHGCPSHINA, NEACTARNRSTCY [ THEpANRHOA
AccaMBnes HA YTEEPHIEHNE.

2. Monpanks. TPRTIHTAT L SOOTRETCTEMH © RYNWIoM | TacTomeR CTETRH, METYTIeT B
ChOY 10 Y¥Thepyaehdd ee Tedepancioll Accambnesi Oprannaauiy OfLepuneseay Heomah
H TPHRAATHH £ BonRuWHCTROM B MBE TPETH PFRNOCOE TOCYNA PCTR-YHACTHHKDE,

i Forna nonpapsa ACTYNACT B CHAY, OHE CTRHORHTCR obAsarcnsual ans Tex
FOCYTAPCTE-YIRCTHHEGE, FOTOPELE €2 NPHHANY, 4 118 JAYTHK I0CYJARCTE-YYACTHIKOD
OCTANTCR QORZATSIEHRME DOJIOAEHUA HacToAmero [TpoTokons & nonéRe RPRAMICCTEY IDIONE
NOIPAEKH, KUTOPRIE HaH [IPRERTEL
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Craves 17

l. Hacteame# [Ipororen, evranitcesf, apadckn i, HENARCEHE, KHTRACKHE, PYoocanl o
hpalay scREH TERCTE KOTOPOMD ANTHRGTCS PARHO AY TSH THYHETHM, TNANCHNT COETE RE
ypEHEHRE B apxys Opranniaena OGeeguscudnx Heaami.

2 Tepepiibam® coxperope Opragwsanas OF-eMHASINLN HAaIRA TpelpobosmacT
TADEPRIINELE BONKE Hacrosliers [Tpotorans adem FeCYNApeTIaM — YYacTHHEAM KoHsesuda
M BOEM FOCYAUPCTRAM, MOANHCARLIHY KOHBEHUA K.

— -


http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.149 56

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE
LOS DERECHOS DEL NINO RELATIVO A LA VENTA
DE NINOS, LA PROSTITUCION INFANTIL Y LA
UTILIZACION DE NINOS EN LA PORNOGRAFIA

MNaciones Unidas
2000
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PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION 50BRE LOS

DERECHOS DEL NIFG RELATIVO A LA VENTA DE MIFOS, LA

PROSTITUCION INFANTIL ¥ LA UTILIZACION DE LOS MINGS
EN LA PORNOGRAFEA

Lor Foardag Portes an el prasente Protorols,

Copsiderande que para aregurar el major logre de los propésitos de 2 Convencisn sobre s
Derechos dal Mika v ba aplicacidn de sus dispogiclanss v esresinlmente de bos articalos 1, 11,21,
32, 33. 34, 35 ¥ 36, setiy conveniends dmpliar las medides que deben adoptar bos Estados Fartes a
fin d¢ garantizar la prodeccidn de los meporcs contra La venta do niflos, la prosimckin infand] y la
utilizacitn de niftos en la pornografa,

Constderandd Inttbedit que en ln Convensidn sobre log Derechos del Mific se reconser of
gerecho del nifo a la proteccidn contra 13 expletacidn econdmica ¥ la realizacitn de irabajos que
puedan ser peligrosos, entorpecer su educacidn o afectar su ealud o desarrello fision, menoed,
gapicitual, moeal o sociak,

Grapenptde preocipadas por la Impogtante ¥ crechents e Intermackonal de menores o Tos
fAnea de |2 venits de nifoe, su prostibecidn y su utilizaciton en 1 poroografia,

Manifestundo su prafunds preocupecidsn por la prictic difondide y continuade ded turismoo
gexual, a la que lod ulhes son capecialmete yulnerables ya que fametita ditcamene la venta de
nifiog, s utilizssidn cn I pormografla y go prostisucidn,

Reconociende que abgunos grups speciuhineme valierables, en padicular las nifus, estim
expuesios s uee pehgre mayor de explotacidn sexual, v que 13 represemacidn de nifias ecure lag
pursonus exploades sesuatrene e despropoccionedamenly alia,

Freocuprdns por |2 disponibilkiad cada ver meyor de pormografia infanill en s Iniernét ¥
oleod mendios ecroldgices modernes ¥ recondando la Confereocla Internaciona! de Lucha conotra la

Patnografia Tafancl en lz [nternee {Viena, 195%9) y, ¢n particular, sus copclugions, en ki que 5@ pide
la perslizacidn en Lode el muosle de kb prsduccidn, distribockin, espuntacido, lcansmisiin,
iTnportacidn, poacsitin intencional y propagands de este tine de pornografia, y subrayando la
importencie de una colabumcidn y asociacidn io8s estréchas entre los gobiermes y el sector de la
lnernet.
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Estipnnde que serd mis ficil erradicar Lo vema de nlios, ta prostivueion infantil ¥ 1a
utitizcin de nlbos en la pamografa si se adopa ut enfoogque global gue permita bacer fremt: 8 todos
los factores que coturibwyen 2 ello, en paricular eb subdesarrollo, 1a pobreza, las disparidades
econdmicas, 1as esiruslaras SockoecoOTOMices ©0 squitativas, la disfuncitn de las familias, 1a falta de
educucidn, le migracidn del campe o da cdad, lo discriotinacidn por motivos de zexo, el
compartamiento sexug] irresponsable de los adulios, las pricticss radicionales nocivas, los confllctos
artnndos ¥ 14 trara de ndfos,

Exstimardo que bt deben hacer sfuernos por seaibilizar o1 piblico a finde redocir &1 mereado
e corstniclore: que Jeva a 12 venua de nlfos, Ja prosdwe]dn [nfamll v iz wiitizacidn de nifos
la paroopgrafia, v eslimando también gue o5 importante fonmlecer e aseciacidéo mundial de todoe los
apentes, asf coton me|arar la repeesldn 4 nivel nacional,

Tormandp nora de las disposicion= de Jos instrumertas juecldices interdagionales telativos 2
la proteceidn de os rifkos, e paniculac &l Convenio de La Haya sobs |2 Proteccion de Tos Niflos
¥ fa Cooperacito en materia de Adepcidn lntecnacionad, lo Cosnvencion de La Haya sohre los
Aspecton Civiles del Secwestro Infernaciona]l de Bifies, ]a Coovencifn de la Hays sobre la
Jurisdiceidn, o Derecha Aplicabls, el Recunccimiento, |z Ejenscidn v e Cooperacidn en materia
de Responsabilidad Parencal ¥ bMedidas para 1o Proteccidn de los Nikos, asl como & Convenio No.
182 de Ia Drganizacidn Inteeneeione] del Trabsaio sobre 1a prohibicidn de las peores forrmas de trabajo
infantil ¥ 1a acclén innvedizta para su eliminacian,

Atenrpdos por ¢ sbrumador apoyo de que gea ly Convencidn sobre los Perechos del Mifie,
I que demueatra ia adhesiin generalizads e e promozidn y protéceidn de los derechos del nisa,

Reronaclendn la impartancia de aplicar las dispodiciones del Programa de Accitn para 1z
Preventddn de 1o Venta de Minos, lo Prostiaedae Infam|L v 1a Ulilizaelén de Mifiog en la Pormograffa,
28] eamo g Peclararidn y el Programa d= Accién aprohado por el Congresa Mundiel contra [a
Explesacidn Sexual Comercial de los Nifos, celebeado an Estocolms del 27 al 31 de aposrs de 19946,
¥ las demids decisiones y recomendaciones pertinentes de los drganas intermacionsles comperentes,

Tentende debidamens en cugnie 13 inportaneia de las tradicionss: ¥ Tog valores culturales de
¢ada puepla & bos fings de 12 proteccidn y ef desarcollo anmerigse del nido,

T
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Hanr convenlda en o siguiente:
Articalo 1

Los Esiados Partes prohibiris Ja venta de nifios, 1 prostimcion infamil ¥ s pornograffa
infantil, de conformided con o dispussts en el presente Frotocolo.

Articuls 2

A las efzctos del prassnte Protocolo:

a) Por venta de niftos 3¢ cnbficnde tode acko o tramsaccidn om vichd del cual un nifio ex
transferido por una pErsOn O grops 3 PersOnae A oire & cermbin de remunerecion o de cualquier otre
retribuecidn;

b} Por prostiucidn infantl se entiends 1a wnillzacidn de un pil et actividades sexuales
a carbio de rermuneraclan o de cualquier oera retribucidn;

b For parpografia infantll ge entlends tode repregentacign, por coalqoier mgdio, d2 un
nifle dedicade a actividades sexuales oxpllciias, reales o simuladas, o toda mepresentacién de las
parted genitales de un nifio con fines primardialmente sexwaies,

Artivelo 3

1, Todo Estade Parte adoprar medidas para que, come minims, [0 acleg ¥ acividedes
que B CHILINUECISN a6 enumeTan qusdcn iMcgramente comprendidos en 50 legislacidn penal, lamta

si #&¢ han cometide denlre coma fuerm de sus fromieras, o $t s¢ ban perpeindo individual a
eotectivaments;

a) En relacion con la venta de nifics, en ] s2otido =0 que se define en el artlculo 20

i 'D:fr&m. ErMCeEgAr O doRplut, Por Clalgular tuedio, W mific cob fioes de:
. Exploteifn seaual del nido;
b. Transferencia con fines de lucrd de Stganos del nifo;

c Trabaje forzose del nifo;
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iy Inducir indebidsmente, en calidad de miermediario. a alguien 3 que prests au
consentimiente para 1a adopeitn de un niflo en violacldn de los instrumeniod Juridices
interaacionales aplicables cn materia de adopcidm;

b} La aferts, poseslon, pdquizichiet & cterega de un ntdo con finss de proatiucion, en o
sentide cn que 6o define cn o andoulo 2,

¢y La produccion, disicdbecidn, divelgacién, imporacidn, cxponaciin, ofeda, vema o
poseRidn, con los fines antes sefaledos, de parnografia infastll, en o sencido en gue se define en gl
acthculo 2.

2. Conaujecion a Fos preceplos de ka legislacidn de los Extados Parles, estas disposiclones
te aplicavin también en los eass de tentative de fomeler cuslguizea de eyios achoy ¥ de complicidad
o participackin e cualopueta de esros asios.

3 Todo Esede Pane mestigard ssiey deditos oon penas sdecundes g su gravedad,

4, Con sujecion & los preceptos de su legislecién, los Estados Partes adopianin, cuando
praceda, disposiciones que permitan hacer ofecliva la retponssbilided d¢ persomas juvidicas par los
delitos =mnuncindns en &l picrpfa 1 del presemwe prdfeulo. Com mjmiﬁn o Inx 'pq'innipius j.url'ﬂin:u.:
apikeables en ol Estadn Parte, 12 responsabilidad de tas personas juridicas podred ser panal, <ivil o
adeministraliva.

5. Lop Esitwdos Parics adoptarin godas tan digposicicnea legeles ¥ adminkstrativeg
pertinentes para goe tedad Jas personas fque imtervengan ¢n | sdopiidn de un nifn scien de
conformidad con ko nstremennes jurfdicos Tdernacionales aplicables,

Articalo 4

I.  Todo Boiado Parie adopiari |as dispociciones neceseriss paen hecer efectiva au
jurisdiccitn con respeute a us delites & gue se relien: el pérmal 1 del aricule 3, cuando csos delilos
e foinetan en aw erntorlo o a borde doun beque o una weronave qua erarbalen su pabelkin,

2. Toda Estade Parte poded adoprar las disposiciones decesntise pars bocsr efecfiva su
jurisdiccidn con respecto 3 [oe delives 8 que se reficee of pdrrafo T del articuls 3 an bos casos
siguienies:
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a} Cuanda el presunte dalincuenie s2a naciond) de ese Eapdo o tenga resbidencia habliig]
BN 5 (ECcitonio;

b} Cuande la vicima sce nacional de eya Esiwdo.

3. Todo Exado Pane adoptard también lag disposicioncs que scen necesariag pars hecer
efeciiva su jurizdiccitn oon respecto 2 loa delites antes seflalados coando el presuno delbausme sea
halfado =n su terTitorio ¥ no sea extradilado 4 oo Estado Parte en razdn de haber sido commetido
delitn por dng e sty naclonales,

4. Madas de Io dispuesto én el presente Projoeodo excluicd =1 ejercicin de la jurlsdiccidn
peral de conformided con la lopislackdn nacional.

Ariiculs 5

1. Loa dellios & que se reflere ¢l pérvalo 1 dzl arkculs 3 e considerarkn incluldos entre
los delitas que dan Jugar o extradicidn en todo ratedo de extradicidn celchmdo emtrg FEstados Panes,
¥ s& inclultin como delivee que datl lugar 2 exttadicidn on iodo trarado de entradlcbdn que calebren
erire 56 en el fupeet, de ¢omformidad ¢on lae condiciones eatablecidss ep osos tratadey.

2. El Estade Panie que subordine la exiradicion & Ja exiglencia de un iratado, s recibe de
otro Esiado Parte con ] que no tizne iratado al respacio una solicitud de sxiradiciin, podrd invocar
¢l pregenie Protocolos coma baag jurfdica para |4 exicadicidn respecto de eson delitos, La exiradicion
estard sujota & las demis eondiciones essklecidas en la legislaeion del Estado requerido.

3 Los Estadas Fanes que i subordinen la éxiradicidn 2 la éxislencia de wn traledo
reconocerdn que ezoa delitos dan lugar a Iz extradicidn entre epce Estadeos, con sujeckin a las
comdicionss eslablecidas en la Jegislacidn del fstado requerido.

4. A ton efecion de {a extradicidn entre Extadas Partes, sz considererd que los delilos 5=
buans ecwnetigo o scdaroende =n el luger donde ccuccleron sino también en el ietrlerio de los Bstados

ubligados a hecer efecliva su porisdieckdb con acrsglo &1 aricuio 4.

5. &1 22 presenta una sollciiad de excradbctdn respeces de uno de Log delitos a gue s& reflere
ol parrafo | del anfeubo 3 v ol Batpde wequerido no 1a conceds o no deses concederta o rardn da
e nacicmalidad del suter del delita, tse Estado adoptard as medidax que cortespoodat pars soteer
& cazo a sug autotidades competentes 3 Jos efectos de sy enjuiciamientd,
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Articailo §

L. Eet Estides Partcd 3¢ preatwrin toda Li asislencia posible o relicidn coa cualguber
tavesligacibt, proceso penal o procedinments de extradickin que 22 inlcie ton respecto b deliios
» quc s reficre o pirraiy | del antiaudo 3, an panticular acisteacia para la chienzidn de todas Jas
prichas necesaries pars esos procedirmisntos que phren en su pader.

2. Los Eztados Partes cumplirdn les obligeiones que les fxurtban e virtud del pimfo
1 del presenae amicube de conformided oo Jow imsdar w otros acuerdos de msbienci judicial
reciproc qua exlpian erare aiboy, Enosasencls de seog Irstades o seeerdor, loc Estados Parees s
prestarin dicha ssmizocin de eoformidad eon e leghlackin,

Aniicula 7

Con swjeckin o las depolclones de zu begistacldn, loa Estados Panes:

a) Adoptanin medides para incuser ¥ coaflacar, segin cormeaponda:

)] Las bienes tales como materiales, polivos v otros medicd ulilizedos pera comettr o
Tacilitar Ja comisitn de loz delibes a que s2 refiere el preseme Prodoceia;

I} Luummmnmdgm;

b} Diacdn curas & ks peticione fornidadas por otnos Esiades Partes pan que ge proceds
1 la incautacidn o confiscacidn de los bienes o s utiltdadcs a que sc refiere ol nciio iy del
ot 1);

o) Adoptarin medidss pera ceemr, lemperal o defindiivamene, los ocales pdlizadas para
cometer e30d delits,

Articuls 8§
1. Lo Estedod Pares adeptarin medides adecuades pam proleger £n Todas 1ea fares del

procesn penal o3 derschos e intereses de boa nifies yictimas de lag pricHcas poohibades por el
pregerne Prowoeato ¥, o particulus, deberin:
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a) Reconacer ia vulnerabilided de Ios nifos victlmas ¥ adaper |os procsdimi=ntos de
forma que 3¢ reconozean sus necesidedes especiales, incluidas fas necesidades especialés pama
declarar comoe testigos:

b1 Informar & Ios nldos vistimas de sus derechos, se papel, el alcancs, las Fechas v la
marcha de las actuaciones ¥ la rescluckon de la causa;

<) Antorizar 1A presentaclén ¥ conslketacion de las  opindenca, necesidades v
preseupaclones do Loz nlfios vieimas en las achuaciones an que g8 vesn alectados s interesce
perecoales, de una mangra eomipatible con 12 sormas procesales J% le legislacidn nacional:

dy Prestar la dzbade asistancia ducants code &l process a bos aifes victimas;

€y Proteger debidanzente la intimidad < identidad de los Bifios victimay y edoptar medidag
d= conformidisd con la legislacldn nacional para eviar |a divalgasidn de Lofmacids que paeda
conducir a la identificacidn e czas victitaas,

1 Welar por la seguridad d¢ Tos nifng vicrimas, aof como por 13 de sus familiss ¥ jos
1estigos @ su Ravor, frende a jntimidacionss ¥ vepresalias,

1) Friar loy devnoras itvusomo fas e ta s pyolugadn de Jag vangas ¥ ea lp cjecueidn e Tag
rasodurinnes o decratos por los que se conceda reparacidn & os niflos violimas,

2.  Los Bstados Paries garantizacin que =l hecho de taber dudss acerca de la edad read de
Ia vietima oo impide Ja indgiacicn de las imestigadiones perales, inctuidas las inwesligacitnes
encaminedas a determiner la cdad de b victime,

3, Los Estados Partes garanibzacin gue o el tTalambento por ba justicis penal de 1os nidiog
victimag de los delitos enurncisdos en el presemte Pratocalo, [3 conwideracica primondiat & que se
plienda sea el inters supesior del nifo.

d, Los Esades Bames adoptario medides para asegorar une formecitn apropiada,
pariicularmenit ©n L0s Ambitos juridico y pacoldgies, de 5 persomss que Webajen con victimas dc
Tes delitos prohibidos en viowd del presende Protoeolo.

5. Los Estados Partes adoptaran, cuande proteda. medidas pare proweger 1a segurldad e
imtegridad di las parsones o organizaciones dedicadas 2 12 prevencidn o Ja proteceidn y rehahilitacian
de las victimas de 505 delitos.
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f, MNada de 1o dizpuesto en 2] presants antfouln 52 snenderd en penwicio de los detechos
del acusado a un juick justo & impareial, ni serd ntodypatible con esas derechios.

Articuln &

1. Log Emaden Paries adepaario o reforzarén, aplicarin y darin publicidad 5 lax leyes, las
medldas adiminlstradvas, 1as politleas v los programas soclales, destinades 2 la prevencidén de los
defitcs a que sz reliene ol proeste Protecsbo, Se prestard patticular acencidn g la proteccidn de |as
nifloa que azan espezialmenie vulnerablex & =4 pricticas,

2. Los Estados Partes promoverin la sensibilizacidn del pliblico en genetal, Incluidas los
oifes, medlante |2 lnformacldén per todes los medies sproplados ¥ la educecida ¥ adesiramisnio
goered de las medides preventivas y los efectos perjudiciates de los deltbos & que se refiere €] presente
Proiocalo, Al cumplir Las obligaciones que les [mpone esie articula, log Estados Parces alemeacin la
participecicn de la comunidad y, o particuler, de lus nifos v de los nides victimes, en ks
progoatoas de informacion, educackin y adlestramieme, inciuse en el plane intermacional,

3. Los Estmins Paries pomorin todas 138 medidas posibles con ¢l fin de asepurar woda s
Auistoncia apropiada a ks wictimss e esas delifos, asl como g plene reindegracidn =eeist v o plens

recuperecitn {isice y psicoldgicn.

4, Loz Ezstados Pares asepurardn que todos 108 nbfog vichinas de os delitos enunclados
en ¢! progeme Protocolg iengan accean 8 procsdimizntos pdeceedos pure dbener gin discriminacion
de las pemonas legalmente responssbles, reparaerdn por 1os dafos sulrkdas,

Fe Loz Estados Peres adopravin las medldas necesarias pars probible efectivarente b
prodycciin y publicaziin de material en que s= bags publicidad a loe odelilos enunciadas en el
preseme Protocolo.

Anticala 16

1. Lo Estades Partes adoplardn iodas laz medidas necesariax para fomtalecer Ia
cooperacidn incmaciomal mwediaote acuerdos multilatorales, repiopales v bitataralas, pars la
prevencidn, la detsccidn, la investigacitn, el enjuiciamiento ¥ el castigo de 103 responsables de actos
dit vens de nlfins, prostdnckn infst v wili@cidn de nidos en ia pormografia o &l ttismo seanal.
Loz Esiadaos Paries promoversn también la cooperactdn internacional v |2 coordinacio stire s
autoridades ¥ fas organizarionge no pubermamentales nacionales ¢ jotermacionales, esf ¢omo las
OTEATITACKONAS ifkernacionales,
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2. Lot Estedos Pames promoverdo la coopetaciin imemacional en myoda de ks nifio
vicvinas a Loz Fires de su eecuperacidn flsica y psicoldgica, reimegrachin social y repsiriachén

3. Loe Estadoa Partes promoverin of fortalecimiento de la comperacion imemacional pen
ihieas a luchar corita o faclores fundametieales, cotia [n pobreza y o swbdesamrallo, que sodntdbiu-
yen 2 {a vulnerabilidad de loy nifios & l23 précticas de venia de mifios, prostilucisn infantil ¥
utilizacién de niflos =n ta pornografla o en el fursme sexual,

4, los Estadoy Pares que cstén en comdicicmes de becerio proporciqnarin aistencia
firancdera, tdonley o de otea Indole, por conducts de bos programas exiglentes en o plane
onultidateral, regione] o bilateral o de otrog programas.

Atticole i1

Mada de lp dispusate & ¢] presenis Proteoho s& emonderd on peguicke de cualquier
disposicién més propicia a la realimcion de kos derechios del nifr que axié cotdenida &n:

a} Ls lagistacisn de un Hstado Parte:

Bl El dereche infernacional en vigar oon respests a eas Batado.

Artioulo 12

}.  En el plazo de dos aiiog despuéy de Lo eotreda sp vigor del Protocele reqpecto de wm
Eiteds Parte, dsis presentard 3l Comité de bos Drertchos del Mifie m inforte que dontenga wia
expozlcicn general de las medidas que hays adopiads para dar cumplimients o las Qinpeakc loses del
Pretocola.

2. Despuds de la presentacion del lafomme general, cada Estado Fane locluird en 10
inforimes gue predents al Comité de Los Derechoa del Midio, de conformidad con ¢l artionin 44 de ko
Comvensicn, infoomacién adicional sobre fa aplicacion del Proiccolo. Los demde Eredoa Partes tn
£l Protocole preseniards un nfrome cata ciooe afios.

3 E! Comilé de lox Lerechos de]l Nifio podrd pedic 8 1og Estados Partes cuabquier
informacidn pertinemts sobre (8 aplhcacido del presente Protocoks.

~1D-


http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.149

66

Artfenle 13

1. El presente Pratocoky estacd bisrto 2 la fimoa de todo Estado que sea Parte en la
Convencidn o la haya firmado.

2 El pregente Propocodo astd stjen 4 1a radflcaciin y sbierto a la adhesitn de toda Estzdo
que 0x Parte =0 1 Convencién ¢ Ia hays fimiede. Les inostrureencoa de ratificaclén o de sdbasidn
e daposiarin en poder del Sacrawario Genaral de las Naciones Unidas.

Articoie 14

I.  Elpmecois Protogolo eatrach ¢n vigor trés mheses dispuds de 1a fecha e que hiya sido
depositado et décima Jnsrrumenwe de ratlficaclén o de adhesidn,

2, Bespecte de los Eatedos que hayan ratificedo ol presente Protocode o se hayan adheride
a £1 despurss de su soreda en vigor, © Proweolo ensracd ei vigor un mes despuds de la fecha en qus
3¢ hays depasitada ol correspandicnte insbrwmetits A2 carifleacidn o de adheskin.

Artioule IS

1 Todo Esiedo Pade podrd denumeiar el presente Protcealo en cumbquier rmmenio
nificindolo par cacrite al Szometpric Genera) de 1ae Macionss 1nidas, quien informarg de i1z a log
dernfs Estados Pattet ¢n 1a Cobvencldn v a 1odas 1ox Esiados que hayan firmade la Convencidn, La
denuncla surtird efecte wn afio deapuds de Ta fecha en gue la porifecackdm kaya side recibida por ¢f
Seccretario Gencral de las Maciones Unidas.

2 Esg dermincia no eximird al Esade Farte de les obligationss que le incumban en viod
del presents Protocslo respecio de wdo delivo que 3¢ haya comeidds anccs de Ia fecha en que aguéhia
suria gfecto. La depuncia tampoce pbetars en mode alguno para que £l Comile peosige €] examen
e caalquier asunte Iniciado antes de asa fecha,

Artirola 15

1. Todo Esiade Parte podté propones una etuiends y depositatis en poder gel Seeretario
Qeternl de lax Naclones Unidas, E] Secretario Qeneral cormunicard 1a enmienda propuesta 2 los.
Estedos Paries, pidiendoles gue o nodifiquen 11 desean Que Se convogues A una conferencia de Bytados
Pariee eom ¢l Gn de examinar A propussts v sometetla & vomacion, 51 desoro de log cualre meses
siguientes a la fecha de esa nodificacion wn tetoio, af menoa, de kos Gstados Fames se declaran co

=-11=-
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favor de tal conferencia, e Secreacio Generl Iz comvocard con el auspicic de las Maciones Unidas.
Toda enmlenda adoptada por 3 mayorhs de los Estadcs Farces prezenies y votandes en Ja conferencls
st eameterd 3 1o gproctraciin de la Asambles General.

2. Toda emnienda sdopisda de conformidad con el pdreafo | el presense articuls sntrard
en vigar cuando haya akdo aprobada por 12 Asamblea Ganeral de las Naciones Unidas v acepaada por
una mayarka de des ercios d¢ los Eaadee Panles.

3. Lasenmiendas, cuando eniren en vigor, serdn obligarorian para Ins fstardes Paming que
lag hayan aceptade; los demds Ectados Partes sepuirdt obligadoe por 123 disposkclones del presenis
Prooeolo ¥ ROT toda enmmisnda amtarier qua hubissen aceptada,

Articwke 17

1. E! presente Protooedo, cuyos lextos en drabe, chino, espafic], francds, inglds ¥ mso son
igualmente autdorlcos, serd depoaliado eo log apchivas de ks Naciones Unddas,

2. Bl Secretaric Goneral de les Meciones Unides enviarh copias cerificsdas det presente

Prototoly a odos bos Estados Pactes e o Convercido ¥ a wdes los Estados gue hayan linmado la
Cornveneidn.

_12_
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Foeegaling text 18 a true copy of
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Convention oo the Rights @f the
Child oo the sale »f childoen,
child propeitutden and child
pormography, adopbted by the
eneral Asrembly of the
Dnited Hakions oo 23 Hey 2000,
the priginal of which i=
depapitad with the
Jeceetary-General of the
United Hatione.

For the Secretary-Seneral
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af the Office of Legal Affalic=
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|
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United Natlona, Hew Yopk
1 June 2000
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Je certitie que le tedre gui
précide o3t vpe cople confarme du
Protoools faculcatlf & la
fohrention Felazive saux droits
de 1fenfant, concernant La vence
d' vnfanke, la proatitubicon des
aenfants =% la poernographie mettant
en scéne dex enfante, adoptd par
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KHatione Unies le 25 mai 2000, at
dont lfarigivral & trouwe dépoas
aupras du Secrétaire général des

Rariong Uhies.

Poury e Sectéfalr= ghnegal
Le Soux=Sscrelaire genéral
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du Hurean des affaires juridigues

Zacklin
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